PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI
ANGKUTAN UMUM OLEH PERUSAHAAN OJEK ONLINE
DALAM PP NO. 74 TAHUN 2014 TINJAUAN MASLAHAH
MURSALAH
SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah

Disusun Oleh :

Affan Fuady Al-Buchori 13220194

FAKULTAS SYARI’AH
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2018

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



PENGATURAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI
ANGKUTAN UMUM OLEH PERUSAHAAN OJEK ONLINE
DALAM PP NO. 74 TAHUN 2014 TINJAUAN MASLAHAH
MURSALAH
SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah

Disusun Oleh :

Affan Fuady Al-Buchori 13220194

FAKULTAS SYARI’AH
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2018






ONVIVIA 40 ALISHIAINN DINVISI 31VLS NIHVAHEGI MITTVIN VNVINVIN 40 AdVaall TVELNZO







ONVIVIA




MOTTO

el Ao Y dd OB Sl s {9 3lndl g g

“Engkau berharap akan kesuksesan dan engkau belum menempuh jalan
kesuksesan itu, maka sesungguhnya kapal tidak akan bisa berlayar di

daratan kering. (Syair Mahfudzot)”
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tilisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan
nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa
nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.
Penulisan judul buku dalam footnote maupun dalam daftar pustaka tetap
menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun
ketentuan yang khususnya digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang
digunakan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januaru 1998
Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku
Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS

Fellow 1992.

B. Konsonan

|- Tidak Dilambangkan o= dl
wthb L:th
St L:dh
&ts ¢ . (koma menghadap keatas)
z:] g:gh
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z:h < f
¢ kh 31
a0 d gk
3:dz Jd:l
or aim
Jlz g:n
oS 5ITW
Uh Sy s:h
u=:sh Sy

Hamzah (¢) yang sering dilanbangkan dengan alif, apabilal terletak di

awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilanbangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan

tanda koma diatas (), berbalik dengan koma () untuk pengganti lambang “g”.

. Vokal, Panjang, Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah

ditulis degan “a”, kasrah dengan “i” dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjang mesing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = &
Vokal (i) panjang =1

Vokal (u) panjang = 0

misalnya J& menjadi gala
misalnya J& menjadi gila

misalnya s> menjadi dina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

(Y3541
1

, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat




diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis
dengan “aw” dan “ay”. Contoh dari bacaan diatas adalah sebagai berikut:
Diftong (aw) =5 misalnyads# menjadi gawla

Diftong (ay) =¢ misalnya »& menjadi khayrun
. Ta’ Marb(thah (?)

Ta’ marbdthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah
kalimat, tetapi apabila ta’ marbQthah tersebut berada diakhir kalimat maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4 2l AL )l menjadi al-
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah -tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya
4 s ) menjadi rahmatullah.

. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalélah

Kata sandang berupa (J') “al” ditulis dengan huruf kacil, kecuali terletah
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan idhafah maka dihilangkan.

Contoh-contohnya adalah sebagai berikut:

1. Al-Imam al-Bukhériy mengatakan...

2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah menjelaskan...

3. Masya’ Allah kana wa mad lam yasya’ lam yakun.

4. Billah ‘azza wa jalla.



F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan jelas menggunakkan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.
Perhatikan contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Rl keempat, dan Amin Rais
mantan ketua MPR pada masaa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk
menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia,
dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor
pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid” dan “Amin Rais”
dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tat cara penulisan bahasa
Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut
sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun tersebut merupakan nama dan orang
Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara Abd al-

Rahman Wahid atau Amin Rafs, dan kata salat bukan ditulis dengan shalat.
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ABSTRAK

Affan Fuady Al Buchori, NIM 13220194, 2018. Pengaturan Penggunaan Sepeda
Motor Sebagai Angkutan Umum Oleh Perusahaan Ojek Online Dalam
PP No. 74 Tahun 2014 Tinjauan Maslahah Mursalah. Skripsi. Jurusan
Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Sepeda Motor, Perusahaan Ojek Online, Negara Hukum.

Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor yang dapat beroprasi di jalan
raya, perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi harus berbadan hukum.
Perusahaan ojek online menggunakan sepeda motor sebagai angkutan umum untuk
kemaslahatan dan kepentingan masyarakat, dalam Undang-undang No. 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan angkutan umum dapat
diselenggarakan dengan kendaraan bermotor, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun
2014 Tentang Angkutan Jalan juga mengatur tentang penggunaan sepeda motor
sebagai angkutan. Penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum merupakan
sebuah kemaslahatan yang dipayungi oleh perusahaan ojek online.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu, bagaimana status
sepeda motor dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan bagaimana konsep kemaslahatan yang tidak terdapat peraturan
peundang-undangnya dalam Negara hukum.

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif dengan jenis penelitian
normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual
approach). Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan
adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sepeda motor dalam Undang-
undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur
secara jelas dan tidak terdapat larangan dalam penggunaan sebagai angkutan orang,
dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan menjelaskan
tentang legalitas penggunaan sepeda motor sebagai angkutan barang. Selanjutnya,
perusahaan ojek online memberikan banyak kemaslahatan kepada masyarakat baik
sebagai penumpang maupun mitra driver, dengan demikian kemaslahatan dalam
negara hukum berdasarkan asas kepastian hukum harus mendapatkan peraturan.
Sebab kemaslahatan dalam negara hukum apabila tidak terdapat pengaturannya
akan menimbulkan kemudaratan.
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ABSTRACK

Affan Fuady Al Buchori, 13220194, 2018. Regulation of Motorcycle Usage
Arrangement For Public Transportation By Online Motorcycle
Company In Government Reqgulations 74 Year 2014 Overview
Maslahah Mursalah. Thesis. Sharia Business Law Departement, Syaria
Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang.

Supervisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Keyword: Motorcycle, Online Motorcycle Company, State Law.

Motorcycle is a motor vehicle that can operate on the highway, a company
that work in the transportation major must be incorporated. Online motorcycle
companies use motorcycles as public transportation for the benefit and public
interest, in statue number 22 of 2009 on Traffic and Road Transport states that
public transportation can be held by motor vehicle, Government Regulation number
74 Years 2014 About Road Transport also regulates the use of motorcycles as
transportation. The use of motorcycles as a public transport is a benefit that is
overshadowed by an online motorcycle company.

In this research there are two problem formulation that is, how the status of
motorcycle in Law number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and how
the concept of a benefit that does not contain it is rules of law in the State of law.

This research belongs to normative research with normative research type.
Type of approach used in this research is statute approach and conceptual approach.
In this research the method of analysis of legal materials used is the analysis of
qualitative data.

The results of this study indicate that motorcycles in statue number 22 of
2009 on Road Traffic and Transportation is not clearly defined and there are no
restrictions on the use of transportation as people, and Government Regulation
number 74 Year 2014 About Road Transport explains the legality of motorcycle
use as the commodity transportation. Furthermore, online motorcycle companies
provide many benefits to the community both as passengers and driver partners,
thus the benefit in the rule of law based on the principle of legal certainty must get
the rules. For the benefit in the state of law if there is no regulation will becaused
harm.

XiX
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar
yang mempunyai jumlah anggota yang banyak sehingga dapat dikatankan
termasuk dalam golongan dalam seondary group. Kehidupan bernegara sebagai
suatu bentuk kehidupan berkelompok memiliki persamaan dengan bentuk-
bentuk kehidupan berkelompok lain. Sebagai suatu bentuk pergaulan hidup
negara memiliki karakteristik yang tidak dimiliki kelompok organisasi-
organisasi lain yang bukan suatu negara. Negara sebagai suatu organisasi
merupakan wadah bagi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu
tatanan yang terorganisasi, negara didirikan oleh manusia yang berguna untuk

kepentingan manusia itu sendiri.’

! Hotma Pardomuan Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010, 2-3



Negara hukum adalah sistem negara yang menegakkan kekuasaan hanya
menggunakan peraturan hukum yang berlaku, hubungan pemerintah dengan
rakyat tidak berdasarkan kekuasaan absolut akan tetapi menggunakan norma
yang berlaku, dan normayang berlaku tersebut harus memenuhi syarat formal,
dan pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara hukum yang sudah diatur.
sistem negara hukum banyak di anaut banyak negara baik belahan dunia barat
maupun belahan dunia timur. Indonesia salah satu negara yang menganut sistem
negara hukum?.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai penduduk
lebih dari dua ratus juta jiwa yang tersebar diseluruh pulau-pulau yang ada di
Indonesia. Dalam hubungan hidup bermasyarakat sebagai negara hukum yang
menganut sistem demokrasi, sudah selayaknya di dalamnya terdapat pengaturan
perundang-undangan sebagai hukum positif yang menyangkut akan ekonomi,
politik, budaya, pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya.
Sehingga, Indonesia layak dikatakan sebagai negara hukum, yang mengatur
segala aspek kehidupan bernegara.®

Dengan banyaknya penduduk Indonesia maka ekonomi adalah hal yang
paling penting dalam kelangsungan hidup di Indonesia. Ekonomi tidak akan
berjalan bila tidak di dukung dengan adanya transportasi yang memadahi,
karena tidak diragukan lagi buruknya sistem transportasi akan mempengaruhi

ekonomi secara menyeluruh. Sejalan dengan itu, transportasi memberikan

2 pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945
$Zulfiar Sani, Transportasi (Suatu Pengantar), Jakarta : Universitas Indonesia Press.



kontribusinya pada perkembangan tata ekonomi dan sosial yang modern, sifat
dari permintaan dan penawaran jasa transportasi, perkembangan fasilitas dan
pelayanan jasa angkutan, keadaan dan perkembangan struktur ongkos dan tarif
angkutan, dan lain-lain.*

Dalam hukum transportasi di Indonesia terdapat Undang-undang No. 22
Tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang
mempunyai tujuan untuk mendukung pembangunan integrasi nasional sebagai
bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.® Dalam undang-undang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 108 yang menyatakan bahwa
pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan
kendaraan bermotor umum.® Angkutan umum dalam beroperasi terdapat
angkutan yang berada dalam trayek dan angkutan yang tidak dalam trayek.

Angkutan umum dalam trayek merupakan angkutan umum yang
mempunyai rute tertentu dan teratur, yang terjadwal dan mempunyai tempat
untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang mempunyai jangkauan
dalam lintas negara, lintas provinsi, lintas kota, dalam kota, angkutan pedesaan.’
Adapun dalam angkutan umum tidak dalam trayek terdiri dari angkutan
menggunakan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang

untuk keperluan pariwisata, dan angkutan oang dikawasan tertentu.®

“Rustian Kamaluddin, Ekonomi Transportasi (Karaktristik, Teori, Kebijakan), Jakarta : Penerbit
Ghalia Indonesia, 2003

5 Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

® Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009

7 Bagian Kedua, Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 ahun 2014 Tentang Angkutan Umum

8 Bagian Ketiga, Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 ahun 2014 Tentang Angkutan Umum



Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor yang digunakan oleh
perusahaan PT. Gojek Indonesia® dan PT. Grab'® sebagai moda transportasi
yang dipilih yang selanjutnya disebut ojek, dengan demikian perusahaan jasa
teransportasi tersebut sudah mengganggap bahwa sepeda motor adalah
kendaraan bermotor umum yang dapat digunakan sebagai moda transportasi
yang ditawarkan. Perusahaan menggunakan teknologi informasi sebagai sarana
pemesanan jasa transportasi dengan ojek. Regulasi khusus untuk ojek online
tentu dianggap perusahaan sangat dibutuhkan, terlebih jika kita melihat banyak
dari masyarakat yang kini menyambung hidup dengan bekerja sebagai ojek
online.!

Perusahaan jasa transportasi ojek dalam perkembannya menggunakan
telepon genggam yang sudah mendukung operasi sisitem android dan ios
dengan membuat aplikasi didalamnya dengan menggunakan jaringan internet
yang disebut online. Pengembangan ini tentu akan menjadikan transportasi di
Indonesia akan semakin berkembang, namun aktifitas pengembangan selalu
membutuhkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum
untuk pelaku bisnis. Peraturan sepeda motor tidak disebutkan dengan jelas
sebagai angkutan umum, maka dari itu dasar hukum bagi perusahaan untuk
menggunakan sepeda motor sebagai angkutan umum masih belum mengikat.?

Praktisi hukum di Pengadilan Negeri Tabalong, Kalimantan Selatan,

Gusti Mulyadi berpendapat bahwa wacana revisi Undang-undang nomor 22

® www.go-jek.com diakses pada Hari Jumat Tanggal 02 Maret 2018 Pukul 05:59.

10 www.grab.com diakses pada Hari Jumat Tanggal 02 Maret 2018 Pukul 05:13.

11 www.cnnindonesia.com diakses pada Senin Tanggal 16 April 2018 Pukul 23:45.

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2013.



tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya mengenai
transportasi online, yang diajukan Kementerian Perhubungan perlu ditelaah
kembali. Gusti Mulyadi menyatakan bahwa, wacana revisi Undang-undang
Lalu Lintas ini belum tepat karena hal ini tak hanya menyangkut persoalan
finansial, namun terkait ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Pemerintah
tidak perlu merubah Undang-undang akan tetapi membuat undang-undang
khusus untuk transportasi online.™®

Adapun dalam kaidah figh al-muamalah segala bentuk perlakuan
muamalah dasarnya diperbolehkan sampai ada hukum yang melarangnya dan
juga apabila sesuatu yang mempunyai kemaslahatan yang lebih besar dari pada
kemudaratannya maka boleh dilakukan.'* Datangnya inovasi perusaaan atas
jasa tranportasi ojek dengan menggunakan sistem pemesanan online merupakan
sebuah teknologi baru dalam lingkup transportasi di indonesia, perkembangan
ini merupakan sebuah kemaslahatan bagi seluruh pelaku dan pengguna jasa
transportasi.

Kemaslahatan yang ada dengan inovasi transportasi sebaiknya di
apresiasi dalam peraturan yang adil dan mengikat, mengingat jalannya
transportasi di negara Indonesia yang merupakan negara hukum sesuai yang
peneliti sebutkan diiatas. Dalam negara hukum kemaslahatan yang tidak diatur

akan menimbulkan kemadharatan tersendiri, dikarenakan usaha yang berjalan

13 Berita kamis Tanggal 12 April 2018, www.merdeka.com diakses pada Senin 16 April 2018 Pukul
22:30.
14 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, Jakarta : Amzah. 2013



dapat diklaim suatu usaha yang tidak legal di Indonesia, apalagi perusahaan
transportasi di Indonesia harus berbadan hukum untuk menjalankan usahanya.

Berdasakan latar belakang masalah tersebut, penulis akan melakukan
penelitian yang di tuangkan dalam skripsi dengan judul: Pengaturan

Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Angkutan Umum Oleh Perusahaan

Ojek Online Dalam PP No. 74 Tahun 2014 Tinjauan Maslahah Mursalah.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan sepeda motor dalam Undang-undang
No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

2. Bagaimana pengaturan penggunaan sepeda motor dalam Undang-undang
No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tinjauan
maslahah mursalah?

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan status sepeda motor dalam Undang-undang No. 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Untuk menjelaskan konsep kemaslahatan yang peraturannya tidak diatur
dalam Negara hukum.

. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi kepada

pembuant undang-undang Republik Indonesia atas kekaburan hukum, serta



memberikan kontribusi bagi masyarakat pada umumnya dan pada perusahaan
yang bergerak dibidang jasa transportasi khususnya pada perusahaan jasa ojek
online.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum
transportasi dan pengangkutan niaga khususnya dalam aspek yang
terkait.

b. Menawarkan pendangan baru terkait dengan aspek penggunaan sepeda
motor sebagai angkutan umum.

c. Memberikan kajian yang mendalam terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam hukum transportasi dan hukum
pengangkutan niaga dalam semua pihak yang termasuk di dalam ruang
lingkup hukum transportasi, khususnya dalam perusahaan jasa ojek
yang menggunakan sistem bemesanan online.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa fakultas syariah.

b. Untuk mendeskripsikan hukum penggunaan sepeda motor sebagai
angkutan umum.

c. Memberikan analisis terkait dengan hukum penggunaan sepeda motor
sebagai angkutan umum menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh berbagai

pihak dalam merumuskan kebijakan yang terkait.



3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai persyaratan mendapatkan gelar Strata 1 (satu) dan juga
diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan keilmuan dalam bidang
hukum transportasi dalam angkutan umum menggunakan sepeda motor
khususnya dalam angkutan orang.
4. Manfaat Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan tentang
pembahasan mengenai angkutan umum menggunakan sepeda motor di tinjau
dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang
Angkutan Jalan, dan menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas
Syariah.
. Definisi Operasional

Definisi operasional mendeskripsikan beberapa kata kunci penting yang
harus diketahui bersama dan kata kunci dibawah ini akan sering muncul berkali-
kali dalam penelitian ini, adapun kata kunci yang akan penulis tuliskan

merupakan variabel bebas dan variabel terikat, adapun variabel tersebut adalah:

1. Pengaturan penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum oleh
perusahaan ojek online

Sepeda Motor merupakan kendaraan bermotor pribadi yang dimiliki

hampir setiap keluarga di Indonesia, penggunaan sepeda motor sebagai alat

angkutan sudah ada sejak adanya sepeda motor di Indonesia dan masih sedikit



yang memilikinya, angkutan dengan menggunakan sepeda motor dikenal
dengan nama ojek.

Ojek merupakan kegiatan mengantar atau menjemput orang dengan
bayaran yang sepadan, ojek bukan hanya sepeda motor saja melainkan ada ojek
sepeda, ojek payung, dan lainnya. Ojek dilakukan hanya dengan dua orang yaitu
penyedia jasa dan pengguna jasa saja apabila dilakukan dengan banyak
pengguna jasa maka tidak dapat dikatakan ojek melainkan angkutan masal.

Perusahaan ojek online merupakan perusahaan yang bergerak dibidang
aplikasi berbasis layanan internet, perusahaan yang bergerak dibidang tersebuut
adalah PT. Gojek Indnesia dan PT. Grab, perusahaan tersebut merupakan
perusahaan yang berbadan hukum resmi di Indonesia, yang mempunyai ijin
menjalankan bisnisnya di Indonesia.

2. Tinjauan Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah ini adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru
yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama, al-Qur’an dan
as-Sunnah, baik diterima maupun ditolak.’® Kedudukan Maslahah mursalah
dalam penelitian ini digunakan sebagai hukum yang menilai masalah
pengaturan perusahaan penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum yang
menggunakan sistem online. Maslahah mursalah juga membahas tentang
kemanfatan dan keselarasan peraturan yang ada dengan pengaturan perusahaan

yang sudah berjalan tersebut.

15 Dalil lainnya yang masih diperselisinkan adalah istihsan, istishab, sad ad-dari’ah, urf, istishab,
syariatumatsebelum Islam, dan mazhab sahabat. Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, Dasar-dasar
Pembinaan Hukum Figh Islami, Bandung : al-Ma’arif, 1993, 100-118
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian'®

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
kajian kepustakaan dan data sekunder. Penelitian Hukum Normatif mengkaji
hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam
masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Jenis penelitian yang
digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisis
terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hirarki dan
kedudukan undang-undang.*’
2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan,
dengan pendekatan tersebut penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek
mengenai isu yang sedang dicoba untuk mendapatkan jawabannya. Sehubungan
dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka
pendekatan yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan'® (Statute Approach)
Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu

memahami herarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-

16 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Jakarta : Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

17 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Jakarta : Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada. 2006

18 pendekatan Perundang-undangan adalah Pendekatan Pendekatan dengan menggunakan Legislasi
dan regulasi. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, 2007, 97.
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undangan®®. Pasal 7 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
menetapkan jenis hierarki Perundang-undangan sebagai berikut:
1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2) Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang.
3) Peraturan Pemerintah.
4) Peraturan Presiden.
5) Peraturan Daerah.
Selain dari yang sudah disebutkan diatas terdapat penjelasan
Pasal 7 angka 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagai berikut:
“Jenisperaturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan
ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majlis
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan,
Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-
undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provonsi, Gubernur, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala
Desa atau yang setingkat.”?°

Sudah selayaknya penelitian hukum normatif menggunakan
pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), karena yang
diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus
tema sentral suatu penelitian. Dengan pendekatan perundang-undangan

(Statute Approach) akan lebih akurat jika melihat hukum penggunaan

19 peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwewenang dan mengikat secara umum. Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor
10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan.

20 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kecana, 2007, 97-98.
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sepeda motor yang kabur, adapun undang-undang dalam pendekatan ini
adalah Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, sehingga peneliti dapat memberikan kontribusi
keilmuan untuk memberikan solusi terbaik.?

b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)

Pendekatan konsep secara bahasa berasal dari bahasa inggris
yaitu concep, sedangkan bahasa latin dari konsep adalah conceptus yang
berasal dari kata concipare yang berarti memahami, menerima, dan
menangkap, merupakan gabungan dari kata con dan capare yang artinya
bersama dan menangkap, menjinakkan. Secara istilah berarti unsur-
unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang
studi yang merujuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-
hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah
memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang
praktis dan sudut pengtahuan dalam pikiran dan atribut-atribut
tertentu.??

Menurut Ayn Rand secara filosofis konsep merupakan integrasi
mental atas dua persoalan atau lebih yang di sosialisasikan menurut ciri
khas yang disatukan dengan definisi yang khas. Kegiatan pengisolasi
yang terlibat adalah merupakan proses abstraksi yaitu fokus mental
selektif yang menghilangkan atau memisahkan aspek realitas tertentu
dari yang lain. Sedangkan penyatuan yang terlibat bukan semata-mata
penjumlahan melainkan integrasi, yaitu pemaduan unit menjadi sesuatu
yang tunggal, entitas mental baru yang dipakai sebagai unit tunggal

pemikiran (namun dapat dipecahkan menjadi unit komponen manakala
diperlukan). Dalam ilmu hukum, konsep-konsep dalam hukum perdata,

2L Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi), Malang :
Bayumedia Publishing. 2007. 302.
22 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi), Malang :
Bayumedia Publishing. 2007. 306



13

akan berbeda dengan konsep-konsep dalam hukum pidana. Demikian
juga dengan konsep-konsep dalam hukum administrasi yang memiliki
perbedaan denngan konsep-konsep hukum pidana dan hukum perdata.?

3. Bahan Hukum
Bahan hukum dari penelitian ini terditi dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu peraturan
yang mengatur angkutan jalan secara umum dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, yaitu
peraturan yang mengatur angkutan jalan secara sepesifik.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-undang, buku-
buku yang berhubungan dengan hukum transportasi di Indonesia, buku-
buku tentang angkutan umum, buku-buku hukum termasuk skipsi, serta
jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku yang memuat Undang-undang No. 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan

petunjuk atau penjelasan yang mempunyai multi makna terhadap bahan

23 Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi), Malang :
Bayumedia Publishing. 2007. 307
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hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-
lain.?
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada dasarnya bahan hukum primer dengan studi kepustakaan terhadap
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dalam
penelitian ini sehingga akan ditemukan sebuah konsep yang mengatur tentang
hukum-hukum transportasi yang berfungsi sebagai dasar hukum dan
memberikan efek yang positif bagi semua belah pihak yang telah dirumuskan
berdasarkan klarifikasi menurut sumber-sumber dan herarkinya untuk dikaji
secara intensif dan komprehensif.

Bahan hukum sekunder diperoleh melelui buku-buku, dokumen, laporan-
laporan hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan
dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip
langsung dari kamus glosarium dan doktrin-doktrin yang berkaitan langsung
dengan masalah yang diangkat penulis. Seperti, data transportasi yang
terkumpul berasal dari webside resmi perusahaan yang bersangkutan dengan
pengadaan jasa transportasi online yang ada di Indonesia.

5. Pengolahan dan Analisis Hukum
Dalam pengolahan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian
kepustakaan, aturan norma-norma perundang-undangan dan artikel ditulis

secara sistematis dengan pedoman karya ilmiyah yang berlaku, sehingga dapat

24 Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi), Malang :
Bayumedia Publishing. 2007. 392.
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menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang telah
dirumuskan. Bahwa secara pengolahan bahan hukum yang dilakukan secara
deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang
bersifat umum terhadap pemasalahan kongkrit yang dihadapi. Selanjutnya,
bahan hukum yang ada pada analisis untuk mengetahui kekaburan hukum
dalam penggunaan sepeda motor untuk angkutan umum baik orang maupun
barang.?®

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan,
pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah
menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasi
menggunakan analisis hukum sistematis. Pemilihan interpretasi sistematis
ditujukan untuk menetukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi
sistematis (Systematische interpretatie, dogmatische interpretatie) adalah
menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika
ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama
apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam
penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling
berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna
selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum vyang tidak
terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis

dapat diasumsikan (diandaikan).?®

%5 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Jakarta : Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada. 2006. 251.

% Jimly Asshiddigie, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Ind. Hill.Co. 1997.
17-18
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G. Penelitian Terdahulu
1. Niamatus Sholikha, (2016)

Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
jasa Transportasi online Go-jek Berdasarkan Contrat Drafting dengan akad
Musharakah yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar
Surabaya”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dari praktik pelayanan jasa
transportasi ojek yang dilakukan oleh driver, dalam hal ini ada sebagian driver
yang memenuhi rukun dan syarat. Namun, ada juga sebagian driver yang tidak
memenuhi rukun dan syarat yaitu, adanya driver yang tidak melaksanakan
pelayanan jasa transportasi ojek secara online . Berdasarkan sampel hasil
penilitan yang telah penulis lakukan, diantara 6 driver yang telah berhasil
penulis wawancara terdapat dua driver yang memenuhi syarat dan empat driver
tidak memenuhi syarat.

Persamaan penelitian dari peneliti dengan skripsi Niamatus Sholikha
adalah objek penelitian keduanya sama yaitu perusahaan ojek online. Adapun
persamaan lainnya adalah sama-sama membahas tentang keberlakuan undang-
undang atau hukum positif yang berlaku.

Adapun perbedaannya adalah jenis penelitiannya, Niamatus Sholikha
dalam skripsinya menggunakan penelitian empiris, yang fokus penelitiannya
berdasarkan praktik dilapangan, yaitu penerapan akad musyarakah yang

ditirapkan perusahaan dengan driver ojek. Peneliti menggunakan analisis
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hukum sedangkan skripsi Niamatus Sholikha menggunakan tinjauan Contrct
Drafting dan akad Musyarakabh.
2. Dwi Hanagraeni (2014)

Mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta,
dengan judul skripsi “Pengaruh Keberadaan Transportasi Umum Angkutan
Desa Terhadap Penggerakan Penduduk di Kecamatan Delanggu Kabupaten
Kelaten”. Dengan kesimpulan bahwa angkutan desa dalam memenuhi
kebutuhan penduduk kurang berpengaruh dapat dilihat dari belum terpenuhinya
kursi angkutan desa yang tersedia. Pola pergerakan penduduk adalah memusat
di desa Gatak dan delanggu yang memilikan pelayanan sosial ekonomi lebih
banyak dari daerah lain, serta tujuan penumpang terbanyak adalah di Desa
Gatak dan Desa Delanggu.

Persamaan penelitian dari peneliti dengan skripsi Dwi Hanggraeni
adalah objek penelitian keduanya sama yaitu tentang transportasi dan keduanya
membahas tentang keberadaan, fungsi, dan tujuan angkutan umum.

Adapun perbedaannya adalah jenis penelitiannya, Dwi Hanggraeni
menggunakan penelitian lapangan dalam skripsinya, perbadaan lainnya dalah
bahwa dalam skripsi Dwi Hanggraeni membahas tentang pengaruh keberadaan
angkutan umum sedangkan saya meneliti tentang hukum angkutan umum.

3. Rio Bagus Firmansyah Al Rasyid (2015)

Mahasiswa Progam Studi llmu Administrasi Negara FISIP UNAIR

dengan judul Jurnal “Kualitas Pelayaan Transportasi Publik (Studi Deskriptif

tentang Kualitas Pelayanan Jasa Angkutan Umum Perum Damri Unit Angkutan
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Bus Khusus Gresik-Bandara Juanda).” Kesimpulan dari jurnal penelitian ini

adalah kualitas pelayanan jasa angkutan umum Perum Damri unit angkutan bus

khusus Gresik-Bandara Juanda sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat

melalui lima dimensi kualitas pelayanan publik yang telah dijelaskan

sebelumnya. Akan tetapi masih perlu mendapatkan beberapa perbaikan untuk

lebih meningkatkan mutu kualitas pelayanan agar menjadi lebih baik untuk

kedepannya. Hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain:

Minimal perlu penambahan kursi untuk ruang tunggu apabila Perum
Damri memang masih belum mampu mewujudkan ruang tunggu yang
layak.

Diharapkan pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Perhubungan
dapat merealisasikan counter khusus untuk bus khusus Bandara milik
Damri.

Menambah jam beroperasi bus, mengingat masyarakat banyak yang
membutuhkan bus ini saat malam hari dengan menyesuaikan jadwal
penerbangan pada malam hari.

Lebih memperhatikan waktu kedatangan bus dengan melakukan
berbagai prediksi dan antisipasi, sehingga jaminan waktu pelayanan bisa
tetap terjaga.

Mempertahankan hubungan komunikasi yang baik antara penumpang,
petugas, dan pihak manajemen Perum Damri.

Persamaan penelitian peneliti dengan Rio Bagus Firmansyah Al Rasyid

adalah bahasan yang diangkat, yaitu tentang transportasi khususnya pada
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angkutan umum, dan membicarakan tentang hak penumpang merupakan

kewajiban jasa angkutan, begitu juga sebaliknya.

Adapun perbedaannya adalah Rio Bagus Firmansyah Al Rasyid meneliti

dalam jurnalnya tentang pelayanan transportasi publik secara praktik di

lapangan, sedangkan saya meneliti hukum dalam pelayanan angkutan umum.

Perbedaan lainnya adalah jasa angkutan yang diteliti berbeda, kalau Rio Bagus

Firmansyah Al Rasyid meneliti angkutan umum bus damri, sedangkan saya

meneliti tentang penggunaan sepeda motor dengan analisis hukum.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No. PENELITI JUDUL METODE HASIL
1 Niamatus Tinjauan Hukum Islam ¢ Metode e sebagian driver
Sholikha Terhadap jasa Penelitian yang memenuhi
2016 Transportasi online Kualitatif rukun dan syarat.
Go-jek Berdasarkan o Metode e sebagian driver
Contrat Drafting Penelitian yang tidak
dengan akad Hukum memenuhi rukun
Musharakah yang Normatif dan syarat yaitu,
diterapkan oleh PT. l¢  Pendekatan adanya driver
Gojek Indonesia Konsep yang tidak
Cabang Tidar melaksanakan
Surabaya pelayanan jasa
transportasi ojek
secara online
Berdasarkan sampel
hasil penilitan,
diantara 6 driver
yang telah berhasil
penulis wawancara
terdapat dua driver
yang memenuhi
syarat dan empat
driver tidak
memenuhi syarat
2 Dwi Hanggraeni | Pengaruh Keberadaan ¢ Metode e angkutan desa
2014 Transportasi Umum penelitian kurang
Angkutan Desa Kualitatif berpengaruh

Terhadap Penggerakan
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Penduduk di
Kecamatan Delanggu
Kabupaten Kelaten

Penelitian
Sosial

Pola pergerakan
penduduk adalah
memusat di desa
Gatak dan delanggu
yang memilikan
pelayanan sosial
ekonomi lebih
banyak dari daerah
lain

Rio Bagus
Firmansyah Al
Rasyid
2015

Kualitas Pelayaan
Transportasi Publik
(Studi Deskriptif
tentang Kualitas
Pelayanan Jasa
Angkutan Umum
Perum Damri Unit
Angkutan Bus Khusus
Gresik-Bandara
Juanda)

Metode

penelitian
Kualitatif
Penelitian
Lapangan
Analisis

deskriptif

Kualitas pelayanan
jasa angkutan umum
Perum Damri unit
angkutan bus khusus
Gresik-Bandara
Juanda sudah cukup
baik.

Hal-hal yang perlu

diperbaiki antara

lain:

e Minimal perlu
penambahan
kursi untuk
ruang tunggu

e Dinas
Perhubungan
dapat
merealisasikan
counter khusus
untuk bus khusus
Bandara milik
Damri.

e Menambah jam
beroperasi bus.

e Jaminan waktu
pelayanan bisa
tetap terjaga.

e Mempertahankan
hubungan
komunikasi yang
baik.

Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian terdahulu

PENELITI

JUDUL

PERSAMAAN

PERBEDAAN

Niamatus Sholikha
2016

Tinjauan Hukum Islam
Terhadap jasa
Transportasi online Go-

Metode:

Metode

Kualitatif

Metode: -
Variabel Bebas:
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jek Berdasarkan
Contrat Drafting
dengan akad
Musharakah yang
diterapkan oleh PT.
Gojek Indonesia

e Metode
Penelitian
Hukum
Normatif

Variabel Bebas:

e Hukum Islam

e Contract
Drafting

e Akad
musharakah

Variabel terikat: -

Juanda)

Cabang Tidar Surabaya | VVariabel terikat:
e Transportasi
online
e PT. Gojek
Indonesia
2 Dwi Hanggraeni Pengaruh Keberadaan | Metode: Metode:
2014 Transportasi Umum | e Metode e Penelitian
Angkutan Desa Kualitatif Sosial
Terhadap Penggerakan | Variabel Bebas: - | Variabel Bebas:
Penduduk di Variabel terikat: | e Pengaruh
Kecamatan Delanggu | e Transportasi | Variabel terikat:
Kabupaten Kelaten umum e Angkutan
desa
o Kec.
Delanggu
Kab. Klaten
3 Rio Bagus Kualitas Pelayaan Metode: Metode:
Firmansyah Al Transportasi Publik | e Metode e Penelitian
Rasyid (Studi Deskriptif Kualitatif L.apangan
2015 tentang Kualitas Variabel Bebas: - | ¢  Analisis
Pelayanan Jasa Variabel terikat: deskriptif
Angkutan Umum e Transportasi | Variabel Bebas:
Perum Damri Unit Umum e Kaualitas
Angkutan Bus Khusus | e Jasa pelayanan
Gresik-Bandara angkutan Variabel terikat:

e Perum Damri

e Angkutan bus

e Gresik —
bandara
Juanda

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka

disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi empat bab. Masing-masing bab
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terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang llingkup dan cakupan
permasalahan yang ditiliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab adalah
sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, bab ini menguraikan tentang
alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan penelitian
terdahulu.

Bab kedua, merupakan kepustakaan mengenai kajian-kajian kepustakaan
yang berisi tentang bahasan-bahasan inti terhadap masalah penelitian. Pada bab ini
menguraikan tentang analisis hukum penggunaan sepeda motor dalam transportasi.

Bab ketiga, membahas pembahasan dan hasil penelitian, bab ini membahas
tentang analisis status sepeda motor dalam hukum transportasi yang berdasar
hukum dari Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang
Angkutan Jalan, dan peraturan-peraturan pendukung lainnya.

Bab keempat, merupakan kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian
pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, maupun ketiga. Sehingga pada bab
keempat ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat
konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah

dicapai bisa ditimgkatkan lagi kepada aran yang lebih baik.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Transportasi

1. Pengertian

Secara bahasa transportasi berasal dari dua suku kata yaitu trans dan
port, trans berarti perpindahan sedangkan port berati tempat asal, jika
digabungkan maka berarti perpindahan dari tempat asal ketempat lainnya.
Secara istilah transportasi adalahperpindahan barang atau orang dari suatu
tempat ketempat lainnya atau dari tempat asal ketempat tujuan dengan
menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia, hewan, atau

mesin.?’

27 Zulfiar Sani, Transportasi (Suatu Pengantar), Jakarta : Universitas Indonesia Press. 2015, Hal 2.
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Dalam transportasi tidak akan terlepas dari angkutan, menurut arti kata
angkut yang berarti mengangkat dan membawa atau memuat pengiriman,
Pengangkutan artinya usaha, membawa, mengantar atau memindahkan orang
atau barang dari satu tempat ketempat lainnya yang telah dituju. Dalam
pengertian pengangkutan terdapar suatuproses kegiatan atau gerakan yang
mana dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam hal ini terkait dengan
unsur-unsur pengakuan adalah tersedianya kendaraan sebagai pengangkut dan
adanya tempat yang dapat dilalui oleh angkutan.?®
2. Dasar Hukum Transportasi

a. Peraturan Hukum Transportasi

Sarana transportasi di Indonesia merupakan unsur yang penting dan
berfungsi sebagai jantung kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial,
politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti
perkembangan teknologi dan dalam berbagai bidang dan sektor tersebut.?®
Peran penting tersebut mengharuskan adanya hukum yang mengatur masalah
transportasi agar tercipta kelarasan transportasi yang baik yang mampu menjadi
alat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Kendaraan bermotor umum sebagai angkutan orang yang diatur secara
legal dan mengikat, yang tidak lepas dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Terdapat beberapa peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang jasa pengangkutan umum di

28 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara, Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, Hal 19

29 Rustian Kamaludin, Ekonomi Tranportasi : Karakteristik, Teori dan Kebijakan, Jakarta : Ghalia
Indonesia, 2003, Hal 23
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Indonesia. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi
sebagai dasar hukum. Diantaranya adalah:
1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara umum dalam undang-
undang ini terdapat peraturan tentang kendaraan umum dalam pasal
Dalam Undang-undang sepeda motor merupakan kendaraan
bermotor, akan tetapi sepeda motor bukan termasuk angkutan
kendaraan bermotor umum, karena tidak diatur dalam
penyalenggaraan lalu lintas dalam undang-undang tersebut.
2) Peraturan pemerintah sebagai penjelas undang-undang yang ada
yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2014
Teentang Angkutan Jalan yang menyatakan diperbolehkan
meggunakan sepeda motor dalam pengangkutan barang.
b. Asas-asas Hukum Transportasi
Dalam hukum transportasi terdapat banyak asas-asas yang
mendasari penyelenggaraan transportasi, adapun asas-asas tersebut adalah
sebagai berikut, yaitu:*
1) Asas Manfaat, asas ini mengandung makna bahwa setiap
penyelenggaraan transportasi harus adanya manfaat atau nilai guna

yang sebesar besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan

30 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2013.
12
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kesejahteraan rakyat, dan pengebangan perikehidupan yang
berkeseimbangan bagi warga negara Indonesia.

Asas Kepentingan Umum, makna dari asas ini adalah bahwa setiap
penyelenggaraan  transportasi harus lebih  mementingakan
kepentingan pelayanan umum.

Asas Penegakan Hukum, bahwa pemerintah wajib menegakkan dan
menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga
negara agar selalu sadar dan taan pada hukum dalam
penyelenggaraan pengangkutan.

Asas Keselamatan Penumpang, dalam asas ini penumpang
mempunyai  hak untuk selamat sampai tujuan dengan
tanggungjawab pengangkut. Perusahaan angkutan juga wajib
berupaya menyadiakan yang memenuhi standarkeselamatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Asas Perjanjian, asas ini ini mengandung makna bahwa setiap
pengankutan diadakan dengan perjanjian antara pihak perusahaan
pengagkutan dann penumpang atau pemilik barang. Perjanjian dapat
diwujudkan secara lisan atau tulisan, yang didukung dengan
dokumen pengankutan atau tanda bukti sebagai simbol terjadinya
perjanjian. Adapun dokumen pengangkutan dalam angkutan orang
berupa karcis, dan dokumen pengankutan dalam angkutan barang
dapat berupa surat muatan. Maka dengan demikian perjanjian

pengangkutan antara kedua belah pihak sudah sah.
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6) Asas Campuran, dalam asas campuran mengandung makna bahwa
pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yauitu
pemberi kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari
penumpang atau pemilik barang kepada pengangkut. Ketentuan
ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengankutan, kecuali jika
ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

3. Tujuan Transportasi

Penyelenggaraan transportasi mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Terwujudnya pelayanan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib,
lancar.

b. Mendorong perekonomian nasional.

c. Memajukan kesejahteraan umum.

d. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu
menjunjung tinggi martabat bangsa.

e. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi
masyarakat.

4. Macam-macam Transportasi
Terdapat empat undang-undang yang melandasi transportasi di
Indonesia yang dapat juga disubut bahwa macam-macam transportasi ada
empat juga, yaitu:
a. Kereta Api atau Perkeretaapian, adalah satu kesatuan sistem yanng

terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta
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norma, Kriteria, persyaratan, dan proseduruntuk penyelenggaraan
transportasi kereta api.3

b. Angkutan Jalan, adalah perpindahan orang atau barang dari satu
tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang
Lalu Lintas Jalan.®?

c. Angkutan Air atau Pelayaran, adalah satu kesatuan sisten yang
terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan
keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.3

d. Angkutan Udara atau Penerbangan, adalah satu kesatuan sistem
yang terdiri atas pemanfatan wilayah udara, pesawat udara, bandar
udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan, dan
keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas
umum lainnya.®*

5. Konsep-konsep Transportasi
Hukum transportasi mempunyai konsep-konsep pengangkutan,
yaitu®®:

a. Pengangkutan Sebagai Usaha

Pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum
yang memiliki litasan jalan raya adalah salah satu pengangkutan sebagai

usaha, yang dapat didirikan perseorangan maupun badan hukum. Jenis

31 pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

32 pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
33 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

3 Ppasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

% Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2013.
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usaha ini adalah legal, karena mendapatkan izin dari pemerintah.®®
Namun, yang menjadi permasalahan adalah kendaraan yang dipakai.
Dalam angkutan orang sepeda motor tidak termasuk vyang
diperbolehkan, akan tetapi dalam angkutan barang diperbolehkan
menggunakan sepeda motor.
b. Pengangkutan Sebagai Perjanjian

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh
kesepakatan antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim
barang. Kesepakatan tersebut pada dasrnya berisi kewajiban dan hak
pegangkut dan penumpang atau pengirim, adapun kewajiban
pengangkut adalah mengangkut orang atau barang dari tempat asal
ketempat tujuan dengan selamat. Dengan demikian pengangkut berhak
mendapatkan bayaran atas jasa angkutannya dari penumpang atau
pengirim yang merupakan kewajiban penumpang atau pengirim, dan
hak penumpang atau pengirim adalah sampai tujuan dengan selamat.
c. Pengangkutan Sebagai Proses penerapan

Pengangkutan sebagai proses terdiri dari serangkaian perbuatan
mulai dari pemuatan kedalam alat pengangkut, kemudian dibawa oleh
pengangkut menuju ketempat tujuan. Dalam proses pengangkutan
didalamnya terdapat sistem yang mempunyai unsur-unsur yang terdapat

didalam proses terjadinya perjanjian transportasi, adapun unsur-unsur

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2013.

2
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sistem tersebut adalah Subjek pelaku pengankutan, Status pelaku
pengangkutan, Objek pengangkutan, Peristiwa pengangkutan,
Hubungan pengangkutan, dan Tujuan pegangkutan.

B. Kendaraan Bermotor

1. Pengertian

Kedaraan bermotor merupakan kesatuan dari suku kata yaitu kendaraan
dan motor. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kendaraan mempunyai arti
terbang atau perjalanan melalui udara, akan tetapi dalam undang-udang
kendaraan mempunyai arti alat angkutan secara umum. Motor dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti mesin yang mempunyai tenaga
penggerak, pengertian ini selaras dengan arti yang disebutkan dalam undang-
undang. Jadi, kendaraan bermotor adalah angkutan yang digerakkan dengan
tenaga mesin, secara undang-undang adalah setiap kendaraan yang digerakkan

oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang ada diatas rel®’

2. Dasar Hukum

Dalam undang-undang kendaraan bermotor diatur dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Dalam undang-undang ini diatur secara menyeluruh dari
pengertian, mekanisme, penyelenggaraan, sampai dengan pelanggaran atas
kendaraan bermotor tersebut. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didukung dengan

peraturan-peraturan menteri perhubungan dalam pelaksanaannya.

37 pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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“(1) Kendaraan terdiri atas: a. Kendaraan Bermotor, dan b. Kendaraan
tidak Bermotor.”%

3. Jenis Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 angka 2

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

a.

b.

Sepeda motor
Mobil penumpang
Mobil bus

Mobil barang
Kendaraan khusus

Kendaraan bermotor secara fungsi dikelompokkan menjadi dua (2)

kelompok yaitu kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor

umum.

“(2) Kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis: a. Sepeda motor, b mobil
penumpang, c. Mobil bus, d. Mobil barang, dan e. Kendaraan khusus.
(3) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c,
dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi: a. Kendaraan bermotor
perseorangan, b. Kendaraan bermotor umum,”3®

4. Syarat-syarat Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor yang dapat beroperasi di jalan harus sudah

memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Adapun

syarat yang harus dipenuhi menurut Undang-undang Republik Indonesia

38 pasal 47 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.
%9 pasal 47 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.
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Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 48
angka 1 adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Teknis

Adapun syarat teknis yang harus dipenuhi adalah Susunan,
Perlengkapan, Ukuran, Karoseri, Rancangan teknis kendaraan sesuai
dengan kegunaannya, Pemuatan, Penggunaan, Penggandengan kendaraan
bermotor, dan Penempelan kendaraan bermotor.*°
b. Persyaratan Laik Jalan

Adapun syarat laik jalan adalah ditentukan oleh kinerja minimmal
kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas emisi gas
buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem
parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar, arah sinar lampu
utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja
roda, kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat
kendaraan.*!
c. Persyaratan Administratif

Sepeda motor yang diperbolehkan beroperasi di jalan harus layak
sesuai administrasi yang dterdapat pada undang-undang yaitu sepeda motor
harus mempunyai surat tanda kendaraan bermotor dan tanda kendaraan
bermotor. Yang diatur dalam pasal 68 Undang-undang No. 22 Tahun 2009

yang berbunyi:

40 pasal 48 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.
41 Pasal 48 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.
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“Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib
dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor.”

5. Syarat Pengemudi

Dalam berkendara selain harus menggunakan kendaraan yang
memenuhi standar pengemudi juga harus mempunyai surat izin mengemudi.
Peraturan surat izin mengemudi diatur dalam pasal 77 ayat 1 (satu) Undang-
undang No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib
memiliki surat izin mengemudi sesuai denngan jenis kendaraan bermotor yang
dikemudikan.”

C. Perusahaan

1. Pengertian

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis
usaha yang bersifat tetap dan terus-menurus dan yang didirikan, bekerja serta
berkedudukan dallam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuann
memperoleh keuntungan.*> Dengan kata lain pengertian dari perusahaan
merupakan kegiatan ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi
atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.*?
2. Dasar Hukum Perusahaan

Dalam perusahaan tentunya ada sebuah landasan hukum yang mengatur

dan mengikat akan perusahaan salah satunya adalah berhubungan dengan

42 pasal 1b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tenntang Wajib Daftar
Perusahaan.

4 Abdur R Saliman, Hukum Bisnnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus). Jakarta :
Prnadamedia Group, Kencana, edisi kelima 2005, 83-84.
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hukum jaminan. Hukum jaminan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata yang menyatakan bahwa:
“Segala kebendaan si berhutang (debitur), baik yang bergerak maupun
tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada

dikemudian hari, mejadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur
tersebut.”*4

Undang-undang tentang perseroan terbatas juga mengatur tentang
perusahaan yang berbentuk PT, yang bisa dijadiakan dasar hukum perusahaan.

Dalam pasal 7 menyebutkan:

“(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta
notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
(2) setiap pendirian perseroan wajib mengambilbagian saham pada saat
perseroan didirikan.*
3. Bentuk Perusahaan
a. Perusahaan Dagang
Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan
perseorangan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan siri-ciri
sebagai berikut:
1) Modal milik satu orang saja
2) Didirikan atas kehendak seorang pengusaha
3) Keahlian, teknologi, dan menejemen dikelola satu orang saja
4) Bila tampak banyak orang di perusahaan itu merupakan pembantu

pengusahatidak berbadan hukum dan tidak termasuk persekutuan

atau perkumpulan

4 pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
4 Pasal 7 ayat 1dan 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
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5) Resiko di tanggung sendiri
6) Tidak melalui proses spendirian perusahaan sebagaimana mestinya
7) Wajib membuat catatan keunangan termasuk kewajiban pajak dan
retrebusi daerah
b. Persekutuan Perdata
Persekutuan perdata adalah perserikatan perdata yang menjalankan
perusahaan. Dalam pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
menyatakan:
“Perserikatan perdata adalah sebuah perjanjian dengan mana dua
orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke

dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau
manfaat yang diperoleh karenanya.”

c. Persekutuan Firma (Fa)

Firma mempunyai arti nama bersama, dalam bahasa belanda
vennootschap onder eene firma, dalam pasal 16 Kitab undang-undang
hukum dagang menyatakan:

“Persekutuan Firma adalah setiap persekutuan perdata yang

didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, kongsi,
kerja sama.”

d. Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang memiliki
satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah
sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai
pemasukan pada persekutuan sebagai modal, namun tidak ikut campur
dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan, dan tanggungjawabnya

terbatas sampai pada sejumlah uang yang dimasukkannya.
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e. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbaggi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dalam pengertian lain
perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
peryaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan
pelaksanaannya.*®

4. Macam-macam Perusahaan
Perusahaan dapat diklarifikasikan menjadi perusahaan dilihat dari
jumlah pemilik adalah:
a. Perusahaan Perseorangan, merupakan erusahaan dengan kepemilikan
satu orang.
b. Perusahaan Persekutuan, merupakan perusahaan yang kepemilikian dan
pengusaannya dimiliki oleh dua orang atau lebih.
Macam-macam perusahaan apabila diklarifikasi dari status pemilik

terbagi menjadi:

4 Abdur R Saliman, Hukum Bisnnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus). Jakarta :
Prnadamedia Group, Kencana, edisi kelima 2005, 95.
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a. Perusahaan Swasta, merupakan perusahaan yang modal seluruhnya
dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah, yang
terbagi menjadi swasta nasional, swasta asing, dan swasta campuran.

b. Perusahaan Negara, merupakann perusahaan yang selluruh atau
sebagian modalnya milik negara Indonesia.

Perusahaan apabila dilihat dari bentuk hukumnya terbagi menjadi dua
yaitu:
a. Perusahaan Berbadan Hukum, contohnya perseroan terbatas, koperasi,
yayasan, dan perum.
b. Perusahaan Tidak Berbadan Hukum, contohnya usaha perseorangan,
persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer.
5. Pendaftaran Perusahaan

Pendaftaran perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan
menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan
pelaksanaan, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan
serta disahkan oleh pejabat yang berwewenag dari kantor pendaftaran
perusahaan, seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1982.47

Pendartaran perusahaan bersifat wajib dan mempunyai tujuan sebagai
berikut

a. Melindungi perusahaan yang jujur

b. Melindungi masyarakat atau konsumen

47 Abdur R Saliman, Hukum Bisnnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus). Jakarta :
Prnadamedia Group, Kencana, edisi kelima 2005, 103.
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c. Mengetahui perkembangan dunia usaha
d. Memudahkan pembinaan, pengarahan, dan pengaasan
Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan juga diwajibkan
memiliki Surat lIzin Usaha Perdagangan SIUP, keciali perusahaan yang
dibebaskan, diantaranya:
a. Cabang/perwakilan perusahaan
b. lzin diperoleh dari departemen teknik dan tidak melakukan kegiatan
perdagangan
c. Perusahaan produksi
d. Perjan dan perum
e. Perusahaan kecil perseorangan
D. Ojek Online
1. Pengertian
Ojek online merupakan gabuangan kata dari ojek dan online, ojek dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sepeda atau sepeda motor yang
ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya.
Sedangkan online adalah penyelenggaraan sistem elektronik, menurut Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik adalah pemenfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara,

orang, badan usaha, dan/atau masyarakat®.

48 Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
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2. Karakteristik Ojek Online
Angkutan bermotor ojek individu dan ojek online mempunyai
karakteristik tersendiri sebagai berikut:4°

a. Mampu melayani pada saat diperlukan khususnya pada malam hari,
karena sifat pelayanannya sebagai pengganti terhadap kendaraan resmi
yang waktu beroperasinya sudah selesai.

b. Efisien, jenis kendaraan ini menggunakan teknologi sederhana,
investasi murah, perawatan mudah dan cara pengoperasiannya
sederhana.

c. Daya jelajahnya cukup tinggi.

d. Daya angkut rendah, yakni konstruksi jenis kendaraan ini dirancang
sedemikian rupa sehingga hanya mengangkut muatan yang sangat
terbatas yaitu satu orang saja atau barang yang tidak begitu berat.

E. Perusahaan Ojek Online
PT. Gojek Indonesia menyediakan aplikasi Gojek dan PT. Grab
menyediakan aplikasi Grab untuk pemesanan ojek secara online, yang dapat
didapatkan konsumen dengan smartphone dengan diunduh dari Play Store
untuk pengguna sistem operasi Android dan Apps Store untuk pengguna operasi
sistem 10OS. Perusahaan juga menyediakan aplikasi khusus bagi mitra

perusahaan yang sudah terdaftar.

49 Suwardjoko Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Institut Teknologi Bandung
Press : Bandung, 13
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1. PT. Gojek Indonesia®

Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor
informal di Indonesia. kegiatan Gojek bertumpu pada tiga nilai pokok yang
sekaligus merupkan misi dari perusahaan Gojek yaitu:

a. Kecepatan, melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang
dari pengalaman.

b. Inovasi, terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup
konsumen dan mitra.

c. Dampak Sosial, memberikan dampak positif sosial sebesar besarnya
untuk masyarakat indonesia.

Produk yang ditawarkan PT. Gojek Indonesia dengan kendaraan sepeda
motor sangat beragam, jasa trasportasi dengan perjanjian angkutan orang yaitu
Go-Ride, dan jasa transportasi dengan perjanjian angkutan barang yaitu Go-
Food, Go-Send, Go-Shop, dan Go-Mart.>!

2. PT. Grab™

Grab merupakan perusahaan yang berdiri tahun 2012 yang awalnya
bernama My Teksi, seiring berjalannya waktu perusahaan grab beroperasi di
negara Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina yang
menawarkan tidak hanya taksi saja, melainkan terdapat ojek dan pembelian

makanan. Menurut perusahaan Grab Transportasi adalah hak dari warga negara.

50 https://www.go-jek.com/about/ diakses pada Hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018 Pukul 23:30
51 Aplikasi Gojek, diakses menggunakan aplikasi gojek smartphone android didownload dari Play
Store Google pada hari rabu pukul 06:00 Tanggal 21 Februari 2018.

52 https://www.grab.com/id/about/ diakses pada Hari Jumat Tanggal 09 Februari 2018 Pukul 00:30
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Perusahaan Grab mempunyai misi untuk semua pihak sebagai berikut:

a. Pilihan, perusahaan memberikan pilihan seperti taksi, sepeda motor, dan
kendaraan lainnya, semua perjalanan kami dipatok dengan harga yang
tepat untuk memenuhi segala kebutuhan.

b. Pintu ke pintu, transportasi pintu ke pintu harus dapat dijangkau oleh
semua orang, karena orang berkebutuhan khusus hal ini merupakan hal
yang harus dimiliki.

c. Dimanapun dan kapanpun, perusahaan ini beroperasi selama dua puluh
empat jam.

Produk yang ditawarkan PT. Grab dengan kendaraan sepeda motor
adalah, jasa trasportasi dengan perjanjian angkutan orang yaitu GrabBike, dan
jasa transportasi dengan perjanjian angkutan barang yaitu GrabFood, dan
GrabExpress.>

F. Konsep Negara Hukum Indonesia
1. Pengertian

Secara umum negara hukum mempunyai dua suku kata yaitu negara dan
hukum, negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah organisasi di
suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaatioleh
rakyat, sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi
dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dari

definisi diatas dapat disimpulkan bahwa negara hukum adalah negara yang

53 Aplikasi Grab, diakses menggunakan aplikasi gojek smartphone android didownload dari Play
Store Google pada hari rabu pukul 06:00 Tanggal 21 Februari 2018
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menjalankan segala aktifitas kenegaraan dengan peraturan-peraturan yang
sudah ditetapkan.
2. Asas Hukum

Asas-asas yang terdapat dalam pemerintahan negara hukum adalah

sebagai berikut:>*

a. Asas kepastian hukum (principle of legal security), merupakan sasa
yang bertujuan untuk menghormati hak-hak yang telah dimiliki
seseorang berdasarkann keputusan badan atau pejababt administrasi
negara. Jika hak seseorang sewaktu-waktu dapat dicabut oleh badan
atau pejabat yang memberikan hak itu ada berbagai kerugian yang
mungkin timbul. Pertama, pemilik hak yang bersangkutan tidak
dapat meikmati haknya secara aman dan tentram. Kedua, pemilik
hak akan mengalami kerugian jika hakmya sewaktu-waktu dapat
dicabut karena tidak ada kepastian hukum. Ketiga, kepervayaan
masyarakat terhadap pemerintah akan hilang karena tidak ada
konsistensi dalam tindakan pemerintah atau pejabat administrasi
negara.>®

b. Asas keseimbangan (principle of proportionality), asas ini
menunjukkan bahwa pegawai negara juga dapat dikenakan

hukuman.

% Hotma Pardomuan Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010, 158
% Hotma Pardomuan Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010, 159
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c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality),
bahwa pejabat administrasi negara pada hakikatnya harus
mengambil tindakan yang sama terhadap kasus yang sama.

d. Asas bertindak cermat (principle of carefullness), pejabat
administrasi diharuskan bertindak hati-hati dalam mengambil
keputusan agar tidak merugikan msyarakat.

e. Asas motivasi dalam setiap keputusan (principle of motivation),
bahwa setiap keputusan badan atau pejabat administrasi negara
harus didasari oleh suatu alasan atau motivasi yang cukup adil dan
jelas.

f. Asas larangan mencampur adukkan kewenangan (principle of non-
misuse of competence), larangan bagi badan atau pejabat
administrasi negara untuk menggunakan kewenangan dengan tujuan
yang lain, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan
kewenangan harus dipakai untuk kepentingan umum.

g. Asas permainan yang layak (principle of fair play), bahwa asas ini
berkenaan dengan prinsip bahwa badan hukum atau pejabat negara
harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap
warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan. Dengan kata
lain bahwa penguasa jangan sampai mmenghalang-halangi warga

masyarakat dalam membela kepentingannya.>®

% Hotma Pardomuan Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010, 162
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h. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonable of prohibition
of arbritrariness) menghendaki supaya pejabat administrasi negara
dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan perlu selalu
memperhatikan keadilan dan kewajaran. Aspek keadilan dalam
setiap keputusan atau tindakan pejabat administrasii negara
megandung arti hendaklah dilakukan secara proporsional, sesuai,
dan selaras dengan hak setiap orang.®’

I. Asas menanggapi penghargaan yang wajar (principle of meeting of
raised expectation) menghendaki agar setiap tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan harapan
bagi warga negara. Sebagai kensekuensinya, pemerintah atau
pejabat administrasi negara tidak boleh menarik kembali suatu
harapan yang sudah terlanjur diberikan kepada seseorang, meskipun
bagi pemerintah tindakan pemberian harapan tersebut merupakan
suatu hal yang merugikan.>®

J. Asas meniadakan akibat keputusan yang batal (principle of undoing
the consequence of unnuled desicion) menghendaki supaya pejabat
administrasii negara meniadakan semua akibat yang timbul dari
suatu keputusan yang kemudian dinyatakan batal.

k. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (principle

of protecting the personal way of life) menghendaki pejabat

5" Ridwan, hukum Administrasi Negara, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008, 271.
% Hotma Pardomuan Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010, 162
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administrasi memberikan perlindungan perlindungan terhadap
setiap warga negara.
G. Kemaslahatan
1. Pengertian

Kemaslahatan berasal dari bahasa Arab yaitu al-maslakhatu yang
mempunyai arti manfaat®®, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kemaslahatan
mempunyai aarti kebaikan atau manfaat, dari suku kata maslahat yang
mempunyai arti sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau faedah.®® Dalam
ushul figh secara terminologi kemaslahatan yang selanjutnya disebut maslahah
mursalah adalah segala sesuatu yang dianggap bermanfaaat namun tidak ada
ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik
yang mendukung atau menolaknya.®*

Masalah mursalah merupakan salah satu dalil hukum Islam yang masih
diperselisinkan oleh para ulama fikih®2. Maslahah mursalah ini adalah dalil
untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan
di dalam sumber utama, al-Qur’an dan as-Sunnah, baik diterima maupun
ditolak. Pencetus pertama maslahah mursalah sebagai dalil hukum ini
dinisbatkan kepada Imam Malik, tokoh dan sekaligus pendiri mazhab Maliki.
Maslahah mursalah sebagai opsi dalil hukum ini bermula dariw afatnya

Muhammad saw. Sebagai nabi dan rasul. Bersamaan dengan wafatnya nabi

% Kamus Al-Munawwir

80 Kamus Besar Bahasa Indonesia

61 Satria Effendi, Ushul Figh, Jakarta : Kencana, 2005, 149.

62 Dalil lainnya yang masih diperselisinkan adalah istihsan, istishab, sad ad-dari’ah, urf, istishab,
syariatumatsebelum Islam, dan mazhab sahabat. Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, Dasar-dasar
Pembinaan Hukum Figh Islami, Bandung : al-Ma’arif, 1993, 100-118
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tersebut, wahyu al-Quran telah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi telah
berhenti pula. Sementara itu, permasalahan terus berkembang bersamaan
dengan perkembangan masyaraka titu sendiri. Dari sinilah munculnya gagasan
maslahah mursalah sebagai opsi dalil hukum Islam.
2. Dasar Hukum Kemaslahatan

Dalam hukum Islam kemaslahatan merupakan sumber hukum yang
tidak semua ulama setuju atau al-adillatu al-ahkam al-mukhtalaf fihi. Dengan
kata lain kemaslahatan dapat digunakan sumber hukum apabila dalam peraturan
tertulis tidak ditemukan pegaturan tersebut. Dalam al-Qur’an disebutkan dalam
surat al-Anbiya’ ayat 107:

1oy Gpaal ez 5 ) a5 g

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat
bagi semesta alam.”

Hukum islam selalu mmpunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-
sia. Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi
umat manusia, dalam ayat diatas ungkapan rahmat bagi alam semesta ulama
sepakat dapat diartikan sebagai kemaslahatan umat. Bahwa hukum islam itu
mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.®®

Ayat lain menyatakan dalam surat al-Maidah ayat 6:

P |
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ASIal 2S3le A%y 25 a8 Helal 0 5) (S5 7 08 (e oSile dadilanl )i
! < 2 E7n%

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak

membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu
bersyukur.”

83 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jakarta : PT Logos Wacana IImu, Jilid 2, cetakan ke-1, 1999, 206.
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3. Syarat Kemaslahatan
Dalam ushul figh kemaslahatan mempuyai syarat-syarat sebagai
berikut:54

a. Maslahah tidak boleh bertentangan dengan magasid al-syariah atau
bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah ada, sebagai contohnya
adalah mencuri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dengan dasar
bahwa menafkahi keluarga adalah wajib bagi suami akan tetapi cara
yang dilakukan salah.

b. Kemaslahatan harus menyakinkan, dan tidak ada keraguan, atau bisa
dikatakan menolak kemudaratan, sebagai contoh jual beli yang
objeknya belum ada, maka itu gharar dan itu dilarang dalam jual beli
Islam.

c. Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk
beberapa orang tertentu.

d. Kemaslahatan tidak berlaku untuk sesuatu yang tidak baik atau
diharamkan. Sebagai contohnya adalah bisnis atau jual beli minuman
keras, jual beli sendiri merupakan kemaslahatan bahkan di sunahkan
dalam hukum islam, akan tetapi objek jual beli merupakan sesuatu yang

diharamkan, maka kemaslahatan ini ditolak.

64 Satria Effendi, Ushul Figh, Jakarta : Kencana, 2005
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4. Macam-macam Kemaslahatan
Kemaslahatan dalam ushul figh mempunyai macam-macam sebagai
berikut:%
a. Kemaslahatan Primer maslahah dlaruriyah
Kemaslahatan primer adalah perkara-perkara yang menjadi tempat
berdirinya kehidupan manusia, apabila ditinggalkan maka rusaklah
kehidupan manusia tersebut, kerusakan merajalela, timbul fitnah, dan
kehancuran yang hebat.
b. Kemaslahatan Sekunder maslahah hajjiyah
Kemaslahatan sekunder adalah semua bentuk perbuatan dan
perilaku yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang dibutuhkan
masyarakat tetap juga terwujud, akan tetapi dapat menghindar kesulitan dan
menghilangkan kesempitan.
c. Kemaslahatan Tersier maslahah tahsiniyah
Kemaslahatan tersier dalah mempergunakan semua yang layak dan
pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh

bagian mahasinul akhlag.

8 Satria Effendi, Ushul Figh, Jakarta : Kencana, 2005
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penggunaan Sepeda Motor Tinjauan Hukum Positif Indonesia

Undang- undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu
lintas dan angkutan jalan secara umum menjelaskan tentang penggunaan lalu
lintas dan juga mengatur tentang angkutan di Indonesia baik angkutan umum
maupun angkutan khusus. Sepeda motor adalah angkutan yang sah dikendarai
masyarakat Indonesia yang dapat beroperasi di jalan raya, seperti yang sudah
dirumuskan dalam undang-undang.®®

Pengoperasian sepeda motor juga diatur dalam Peraturan Pemerintah
No. 74 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa dalam pasal 3 kendaraan bermotor

yang dapat digunakan sebagai angkutan orang maupun barang salah satunya

8 Zulfiar Sani, Transportasi (Suatu Pengantar), Jakarta : Universitas Indonesia Press.
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adalah sepeda motor. Peraturan ini merujuk pada Undang-undang No. 22 Tahun
2009 pasal 47 seperti yang sudah disebutkan diatas. Adapun pasal 3 Peraturan
Pemerintah No. 74 Tahun 2014 berbunyi:

“Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dikelompokan dalam: a. sepeda motor; b. Mobil Penumpang; c.
Mobil Bus; dan d. Mobil Barang.”

Sepeda motor menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang dapat
beroperasi merupakan kendaraan yang secara fisik mempunyai roda dua baik
dengan maupun tanpa rumah-rumah atau roda tiga yang tidak mempunyai
rumah-rumabh. Selain fisik sepeda motor harus layak sesuai administrasi yaitu
sepeda motor harus mempunyai surat tanda kendaraan bermotor dan tanda
kendaraan bermotor. Yang diatur dalam pasal 68 Undang-undang No. 22 Tahun
2009 yang berbunyi:

“Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib
dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor.”

Pasal 106 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 megatur tentang
pengendara yang beroperasi menggunakan sepeda motor diwajibkan
mengenakan helm yang sesuai Standar Nasional Indonesia baik pengemudi
maupun yang dibonceng, dan untuk sepeda motor tanpa kereta dilarang
membonceng penumpang lebih dari satu orang. Bunyi pasal tersebut adalah:

“(8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan
Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi
standar nasional Indonesia. (9) Setiap orang yang mengemudikan
Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang
lebih dari 1 (satu) orang.”
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Secara umum sepeda motor merupakan kendaraan bermotor secara
fungsinya secara undang-undang dapat digunakan secara pribadi atau keperluan
perseorangan dan dapat digunakan sebagai angkutan umum, dalam
pengaturannya sepeda motor merupakan termasuk kedalam kendaraan
bermotor, seperti yang disebutkan dalam pasal 47 Undang-undang No. 22
Tahun 2009:

“Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, huruf ¢, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi: a.
Kendaraan bermotor perseorangan; dan b. Kendaraan bermotor umum.”

Kendaraan umum menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang
didalamnya termasuk sepeda motor merupakan kendaraan yang digunakan
untuk angkutan orang dan barang dengan dipungut biaya. secara pengaturan
sepeda motor pada pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 dalam
penggunaannya dibedakan atas angkutan barang dan angkutan orang. Sepeda
motor dalam angkutan barang mempunyai mempunyai Syarat dan ketentuan
yang ada pada pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 dijelaskan
bahwa sepeda motor dapat digunakan sebagai angkutan barang yang memiliki
spesifikasi lebar tidak boleh melebihi setang motor, dan tinggi tidak lebih dari
900 milimeter, yang diletakkan dibelakang pengendara.®’

“(1) Kendaraan terdiri atas:a. Kendaraan bermotor; dan b.

Kendaraan tidak bermotor. (2) Kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis: a.

Sepeda motor; b. Mobil penumpang; c. Mobil bus; d. Mobil barang; dan
e. Kendaraan khusus.”

87 Nur Nasution, Manajemen Transportasi, Jakarta : Ghalia Indonesia. 2004.
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Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 menyebutkan bahwa sepeda
motor termasuk dalam kendaraan umum, akan tetapi tidak diatur jelas
bagaimana sepeda motor digunakan untuk angkutan orang, tidak seperti
angkutan barang yang diatur dalam pasal 10 yang diatur secara jelas. Peraturan
ini merujuk pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang juga tidak mengatur
secara jelas keberadaan sepeda motor dalam angkutan umum. Undang-undang
No. 22 Tahun 2009 pasal 47 menyebutkan bahwa angkutan umum dapat
menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, kedaraan
bermotor tersebut salah satunya adalah sepeda motor, peraturan hanya sebatas
dalam pasal tersebut.

Angkutan umum secara keseluruhan dalam beroperasi harus layak
digunakan dengan dibuktikan dengan hasil uji kendaraan, yang diselenggaraan
oleh petugas negara yang dipilih oleh menteri yang mempunyai kompetensi dan
bertanggungjawab dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas maupun
instansi swasta yang mempunyai sertifikat yang sah. Hal ini diatur dalam pasal
55 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

“(1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 53
ayat (2) huruf b diberikan oleh: a. Petugas yang memiliki kompetensi
yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana
dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan atas usul gubernur untuk
pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah
kabupaten/kota; dan b. Petugas swasta yang ditetapkan oleh menteri
yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan
angkutan jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana
pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian

swasta. (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.”
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Sepeda motor yang digunakan untuk angkutan ojek maupun angkutan
barang tidak dilakukan uji kendaraan. Hal ini tidak menimbulkan masalah
dikarenakan dalam angkutan ojek yang tidak menggunakan kereta samping
secara undang-undang tidak diperbolehkan membonceng penumpang lebih dari
satu orang, sehingga kemungkinan kelebihan muatan tidak bakal terjadi. Dalam
angkutan barang sepeda motor sudah ada spesifikasi dalam pasal 10 Peraturan
Pemerintah No. 74 Tahun 2014 sudah jelas. Dengan ini uji kendaraan dalam
timbangan tidak diperlukan, melainkan cukup uji mesin setiap lima tahun yang
dilakukan setiap pergantian surat tanda kendaraan bermotor.

Dalam berkendara selain harus menggunakan kendaraan yang
memenuhi standar dalam pengaturannya pengemudi juga harus mempunyai
lisensi dalam mengemudi, lisensi tersebut berupa surat izin mengemudi. Dalam
pasal 77 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dijelaskan bahwa surat izin mengemudi jika
dilihat dari fungsi kendaraan dapat dibedakan menjadi surat izin mengemudi
perseorangan dan surat izin mengemudi umum.

“(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di
jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai denngan jenis

kendaraan bermotor yang dikemudikan. (2) Surat izin mengemudi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis: a. Surat
izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan; dan b. Surat izin
mengemudi kendaraan bermotor umum.”

Surat izin mengemudi yang diperoleh dengan memenuhi administrasi
pendaftaran dan tes, adapun tes yang harus dilakukan adalah tes kesehatan, tes
kompetensi dasar berlalu lintas secara tertulis (dengan menggunakan
komputer), dan tes praktik lapangan. Dalam proses pendapatan surat izin

mengemudi dapat dicapai dengan melakukan pendidikan dan pelatihan untuk
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surat izin mengemudi perseorangan, atau dengan belajar sendiri untuk semua
jenis surat izin mengemudi. Hal ini diatur dalam pasal 77 ayat 3 (tiga), 4
(empat), dan 5 (lima) Undang-undang No. 22 Tahun 2009.

“(1) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon
pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat
diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. (2)
Untuk mendapatkan surat izin mengmudi kendaraan bermotor umum,
calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi
angkutan umum. (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang memiliki surat izin
mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan.”

Golongan surat izin mengemudi di golongkan dengan berbagai
kendaraan yang dikendarai, untuk surat izin mengemudi angkutan umum
terdapat keterangan umum setelah golongan surat izin mengemudi tersebut, dan
untuk mendapatkan surat izin mengemudi umum harus mempunyai surat izin
mengemudi perseorangan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun.
Dalam pasal 80 di sebutkan golongan-golongan surat izin mengemudi sebagai
berikut:

“Surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan
sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan
menjadi: a. Surat izin mengemudi A berlaku untuk mengemudikan
mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang
diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; b.
Surat izin mengemudi B | berlaku untuk mengemudikan mobil
penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang
diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; c. Surat
izin mengemudi B 11 berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat,
kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik Kkereta
tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta
tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram; d. Surat
izin mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor; dan e.
Surat izin mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan
khusus bagi penyandang cacat.”
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Pengemudi selain harus memenuhi persyaratan yang terdapat pada pasal
77 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 juga harus memenuhi persyaratan
administratif yaitu dengan terpenuhi umur 17 (tujuh belas) tahun untuk surat
izin mengemudi A dan C, dan umur 20 (dua puluh) untuk surat izin mengemudi
B I, dan B Il dengan dibuktikan kartu tanda penduduk yang berlaku. Adapun
syarat lainnya dalah llulus ujian tulis dan ujian praktik lapangan, diatur dalam
Pasal 81 dan pasal 83 Undang-undang No. 22 Tahun 2009.

Surat izin mengemudi harus selalu dibawa pada saat berkendara
dikarenakan surat izin mengemudi merupakan bukti kompetensi pengemudi
dan sudah lulus ujian surat izin mengemudi, petugas berhak memeriksa
kelengkapan berkendara, dan petugas lalu lintas berhak mengenakan tilang pada
pengemudi yang tidak melengkapi persyaratan mengemudi di jalan raya dengan
adanya surat tugas dari kepala kepolisian setempat. Sebagai mana yang
disebutkan dalam Pasal 86:

“(1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi
mengemudi. (2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi
Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas
lengkap Pengemudi. (3) Data pada registrasi Pengemudi dapat

digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan
identifikasi forensik kepolisian.”

Angkutan umum yang mempunyai izin beroperasi dijalan raya dapat
menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor sesuai
izin kendaraan. Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor, secara umum
sepeda motor boleh digunakan sebagai angkutan umum, akan tetapi tidak ada
penganturan yang melarang penggunaannya dalam angkutan orang, akan tetapi

apabila digunakan sebagi angkutan barang sepeda motor sudah diatur dalam
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Pasal 10 PP No. 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan. Apabila di lihat dari
peraturan tersebut sepeda motor sudah mempunyai status sebagi angkutan
umum tapi belum sempurna pengaturannya, seperti yang disebutkan dalam
pasal 137 Undang-undang No. 22 Tahun 2009:

“(1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. (2) Angkutan
orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda
Motor, Mobil penumpang, atau bus. (3) Angkutan barang dengan
Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang. (4) Mobil
barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali: a. rasio
Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan
prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai; b.
untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau C.
kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.”

Menyelenggarakan angkutan di Indonesia adalah sebuah kemaslahatan,
apabila dilihat dari tujuan diselenggarakannya, dan badan hukum yang
mempunyai Vvisi misi yang dapat di terima masyarakan bahkan pemerintah,
terlebih perusahaan transportasi mempunyai inovasi yang menguntungkan
masyarakat baik pelanggan maupun mitra perusahaan. Dalam pasal 138
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa angkutan harus
diselenggarakan dengan tujuan perkembangan ekonomi daerah maupun negara.

“(1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi
kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. (2)
Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Angkutan umum orang dan/atau
barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.”

Pemerintah wajib menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas
perkembangan tersebut, penyelenggaraan dapat diartikan dengan pengadaan

angkutan, jalannya operasional angkutan di Indonesia sampai dengan
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tanggungjawab dan perlindungan hukum dalam angkutan. Angkutan yang harus
dijamin merupakan angkutan dalam Kota sampai dengan lintas batas Negara.
Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 139 Undang-undang No. 22 Tahun 2009:

“(1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum
untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antar provinsi serta
lintas batas negara. (2) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin
tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
antarkota dalam provinsi. (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib
menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang
dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota. (4) Penyediaan jasa
angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.”

Dalam pasal 155 diatur bahwa angkutan umum harus ada dari jalan raya
sampali jalan lingkungan pedesaan, secara geografis tidak semua jalan dalam
lingkungan pedesaan sesuai standar jalan yang layak di lalui mobil terlebih
mobil angkutan umum, dari permasalahan ini mucul ide masyarakat akan
adanya transportasi angkutan dengan menggunakan sepeda, becak, bahkan
sepeda motor yang disebut ojek, dengan hal ini maka terkumpul paguyuban atau
perkumpulan tukang becak dan tukang ojek sepeda motor. Pasal 155 Undang-
undang No. 22 Tahun 2009 menyebutkan:

“(1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 151 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanaan
angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan. (2) Angkutan orang di
kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menggunakan mobil penumpang umum.

Angkutan dengan sepeda motor merupakan alat transportasi berupa
paratransit, yaitu kegiatan yang secara universal yang mempunyai sifat yang

fleksibel yang di artikan dengan bisa melewati rute-rute tertentu dan berhenti

untuk menaikkan dan menurunkan rute-rute yang diinginkan atau tidak dalam
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trayek tertentu, contoh lain dari angkutan paratrasit adalah taksi. Angkutan
paratransit merupakan fully demond responsive transport, yang mana
penawaran bersifat door to door dengan melayani berbagai tujuan, yang mana
dilakukan oleh kelompok, komunitas, agen-agen, bahkan perusahaan-
perusahaan transportasi angkutan yang tidak memiliki jadwal keberangkatan
dan rute atau trayek yang tidak tetap.%®

Sepeda motor apabila dilihat dari kegunaan dalam angkutan dan
jangkauan lintasan yang lebih luas dari pada mobil, dan hal ini merupakan salah
satu tujuan dari angkutan di Indonesia, selain itu sepeda motor juga memenuhi
asas-asas dalam pengangkutan vyaitu asas kepentingan umum dengan
penyediaan jasa angkutan ojek yang mempunyai jangkauan luas dan asas
keselamatan penumpang yaitu dengan penyediaan helm yang digunakan
penumpang. Dalam konteks negara hukum maka sudah selayaknya segala
sesuatu harus terdapat hukum yang memayungi hal tersebut.

Status sepeda motor dapat dikatakan sebagai angkutan umum
perseorangan, alasan penulis adalah bahwa ojek dapat dikonsumsi publik akan
tetapi hanya bisa memuat single penumpang. Dan apabila terdapat perusahaan
dengan jasa ojek online maka status tersebut sama, perbedaanya terdapat pada

pemesanannya, hal ini dapat di analogikan dengan taksi biasa dan taksi online.

8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2013.

9
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B. Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Ojek Online Oleh Perusahaan

Keberadaan angkutan dengan sepeda motor yang di koordinasi oleh
perusahaan, terdapat standarisasi yang harus di penuhi, sepeda motor yang tidak
mempunyai trayek dapat dianalogikan dengan kendaraan tidak dalam trayek
dalam memenuhi standarisasi pelayanannya. Hal ini sejalan dengan Undang-
undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan pada pasal 141 tentang standar pelayanan angkutan orang, disebutkan
bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal
yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, Kketerjangkauan,

kesetaraan, dan keteraturan.
“Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar

pelayanan minimal yang meliputi: a. keamanan; b. keselamatan; c.
kenyamanan; d. keterjangkauan; e. kesetaraan; dan f. Keteraturan.”

Undang-undang membagi perusahaan dalam beberapa bentuk, dalam
transportasi sendiri perusahaan harus berbadan hukum, atau dalam bentuk
Perseroan Terbatas. Perusahaan PT. Gojek Indonesia merupakan perusahaan
swasta dalam negeri, sedangkan perusahaan PT. Grab merupakan perusahaan
swasta asing yang berasal dari negara Malaysia. Keberadaan kedua perusahaan
tersebut sah beroprasi di Indonesia, kedua perusahaan tersebut tidak dapat
dikatakan perusahaan transportasi dikarenakan kendaraan bukan dalam
kepemilikan perusahaan melainkan kepemilikan driver. Perusahaan berjalan
dengan menyediakan sistem aplikasi pemesanan, sehingga dapat dikatakan

bahwa kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan penyedia aplikasi.
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PT. Gojek Indonesia menyediakan aplikasi Gojek dan PT. Grab
menyediakan aplikasi Grab untuk pemesanan ojek secara online, yang dapat
didapatkan konsumen dengan smartphone dengan diunduh dari Play Store
untuk pengguna sistem operasi Android dan Apps Store untuk pengguna operasi
sistem [0OS. Perusahaan juga menyediakan aplikasi khusus bagi mitra
perusahaan yang sudah terdaftar.

Kerjasama perusahaan dengan mitra dengan sistem bagi hasil untuk PT.
Gojek Indonesia, sedangkan PT. Grab menggunakan sistem koperasi. Sehingga,
bagi PT. Gojek Indonesia mitra atau Driver merupakan rekan kerja dan dalam
PT. Grab mitra perusahaan merupakan anggota koperasi yang terdapat pada
perusahaan PT. Grab. Mitra perusahaan akan mendapatkan bonus apabila
mendapatkan penumpang dalam hitungan tertentu yang ditentukan oleh
perusahaan, dikarenakan sudah menggunakan aplikasi yang disediakan
perusahaan tersebut.

Perusahaan di Indonesia yang dapat menjalankan bisnis harus
mendapatkan izin berjalannya usaha tersebut atau usaha yang berjalan tidak
bertentangan dengan peraturan yang ada. Dalam perdagangan perusahaan harus
mendapatkan izin dagang, dalam perusahaan transportasi perusahaan harus
mendapatkan izin operasi, akan tetapi perusahaan PT. Gojek Indonesia dan PT.
Grab merupakan perusahaan aplikasi yang digunakan untuk transportasi, maka
perusahaan tidak diwajibkan untuk mendapatkan izin operasi angkutan

melainkan operasi adalah tanggungjawab mitra atau Driver untuk melengkapi
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syarat kendaraan untuk berjalan dijalan seperti STNK, SIM, dan kelengkapan
lainnya, seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Tujuan perusahaan merupakan komponen yang harus diperhatikan,
tujuan perusahaan juga harus selaras dengan tujuan transportasi dalam undang-
undang, sehingga tidak mengganggu jalannya lalu lintas yang ada. Adapun
tujuan transportasi dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 adalah:

Perusahaan memiliki ide untuk membuat mitra dengan dipayungi
perusahaan yang berbadan hukum guna kemudahan koordinasi dan
perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebenarnya hal ini sejalan dengan pasal
158 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pemerintah
menjamin ketersediaan angkutan massal, dalam hal ini perusahaan yang
mewujudkannya, akan tetapi hukum yang ada masih kurang kuat, pasal 158
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 menyebutkan:

“(1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan

untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan

Bermotor Umum di kawasan perkotaan. (2) Angkutan massal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan: a. mobil

bus yang berkapasitas angkut massal; b. lajur khusus; c. trayek angkutan

umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
d. angkutan pengumpan.”

Perusahaan yang menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi
dan menggunakan sistem online terdapat dua perusahaan yang sah dan berbadan
hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia no. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, bahwasanya perusahaan

transportasi yang dapat beroperasi adalah perusahaan yang berbadan hukum dan
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mendapatkan izin operasi dari dinas perhubungan pusat atau dinas perhubungan
setempat.
“Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: a. badan usaha milik

negara; b. badan usaha milik daerah; c. perseroan terbatas; atau d.
koperasi.”

Perusahaan aplikasi yang menggunakan sepeda motor dan
menggunakan sistem pemesanan secara online yang mempunyai tujuan
perkembangan transportasi diantaranya adalah Terwujudnya pelayanan
angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, Mendorong perekonomian
nasional, Memajukan kesejahteraan umum, Memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, dan
Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perusahaan PT. Gojek Indonesia mempunyai tujuan yang pertama,
Kecepatan yaitu melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang dari
pengalaman. Kedua, Inovasi yauitu terus menawarkan teknologi baru untuk
mempermudah hidup konsumen dan mitra. Ketiga, Dampak Sosial yaitu
memberikan dampak positif sosial sebesar besarnya untuk masyarakat
indonesia.

Perusahaan PT. Grab mempunyai tujuan yang pertama, Pilihan yaitu
perusahaan memberikan pilihan seperti taksi, sepeda motor, dan kendaraan
lainnya, semua perjalanan kami dipatok dengan harga yang tepat untuk
memenuhi segala kebutuhan. Kedua, Pintu ke pintu yaitu transportasi pintu ke

pintu harus dapat dijangkau oleh semua orang, karena orang berkebutuhan
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khusus hal ini merupakan hal yang harus dimiliki. Ketiga, Dimanapun dan
kapanpun yaitu perusahaan ini beroperasi selama dua puluh empat jam.

Tujuan dari PT. Gojek Indonesia dan PT. Grab apabila di selaraskan
dengan tujuan transportasi yang terdapat dalam Undang-undang No. 22 tahun
2009 sebagian besar sudah tepenuhi, perusahaan selain mencari keuntungan
dari bisnis yang berjalan yang dijelaskan dalam pasal 138 Undang-undang No.
22 tahun 2009, perusahaan juga harus menjalankan tujuan yang sudah dijadikan
sebagai misi sebuah perusahaan tersebut.

Pendirian perusahaan tersebut akan berdampak positif untuk masyarakat
yaitu dengan memudahkan dengan pemesanan transportasi, selain itu
perusahaan juga membantu pemerintah dengan memperbanyak pengadaan
transportasi umum yang selaras dengan pasal 139 dan pasal 155 Undang-
undang No. 22 tahun 2009 yang mengatur tentang pengadaan, penyelenggaraan
dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan transportasi, tanggungjawab
penyelenggaraan tidak sebatas sarana transportasi melainkan prasarana
transportasi juga.

Penjesalasan detail jasa perusahaan aplikasi yang menggunakan sepeda
motor sebagai kendaraan angkutan ojek dalam sistem pemesanan online, adalah
sebagai berikut:

1. Perusahaan PT. Gojek Indonesia

Jasa angkutan yang ditawarkan oleh PT. Gojek Indonesia dengan

menggunakan sepeda motor diantaranya adalah angkutan orang ojek dengan

Go-Ride, delivery order makanan dengan Go-Food, pengiriman barang dalam
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satu kota dengan Go-Send, Go-Shop, dan Go-Mart. Berikut adalah gambar

dalam aplikasi PT. Gojek Indonesia.®®

0,05K/d {F swasc H swas:

GO4.JEK

Gambar 3.1

Go-Ride, merupakan salah satu produk dari PT. Gojek Indonesia yang
menawarkan jasa transportasi dengan membonceng penumpang yang sudah
memesan dengan menggunakan aplikasi. Penumpang yang sudah pesan akan
dijemput sesuai titik yang sudah ditentukan oleh pemesan atau penumpang,
selanjutnya penurunan penumpang juga sesuai dengan penetapan penumpang
dalam aplikasi, dengan ini tujuan dari adannya Go-Ride sejalan dengan sistem
transportasi door to door.

PT. Gojek Indonesia mempunyai misi salah satunya adalah kecepatan,
dengan dianalogikan dengan transportasi taksi yang sama dengan sistem door

to door, maka Go-Ride mempunyai kesamaan sistem, akan tetapi dalam Kota

8 www.go-jek.com diakses pada Hari Jumat Tanggal 02 Maret 2018 Pukul 05:59.
0 Halaman utama Aplikasi Gojek, diakses menggunakan aplikasi gojek smartphone android
didownload dari Play Store Google pada hari rabu pukul 06:00 Tanggal 21 Februari 2018.
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yang mempunyai angka kemacetan yang tinggi Go-Ride lebih unggul karena
menggunakan sepeda motor yang dapat jalan lebih cepat dalam kemacetan.
Berikut adalah contoh gambar pemesanan Go-Ride aplikasi gojek PT.

Gojek Indonesia:

Konfirmasi lokasi jemput

JI. Raya Tlogomas No.30 Q

Gambar 3.2

Go-Food, merupakan produk PT. Gojek Indonesia yang menawarkan
jasa deliveri order makanan yang sudah mempunyai kerja sama dengan PT.
Gojek Indonesia, sehingga menu yang ada pada warung makan atau restoran
bisa langsung dipesan mengguakan aplikasi gojek. Dalam transportasi hal ini
termasuk dalam pengiriman barang (dalam hal ini berupa makanan), dalam hal
pengiriman barang sepeda motor murupakan kendaraan bermotor yang sah
digunakan dengan spesifikasi lebar kanan dan kiri sejajar dengan stang kemudi

sepeda motor dan tinggi keatas tidak lebih dari 900 milimeter.

" Halaman Go-Ride Aplikasi Gojek, diakses menggunakan aplikasi gojek smartphone android
didownload dari Play Store Google pada hari rabu pukul 06:00 Tanggal 21 Februari 2018.
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“Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda
motor meliputi: a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas
tempat duduk pengemudi; dan c. barang muatan ditempatkan di
belakang pengemudi.”’?

Berikut adalah contoh gambar pemesanan Go-Food aplikasi gojek PT.

Gojek Indonesia:

194K/d it eeees Hi eese: JN 99%

GO!/FOOD ©

Gambar 3.37
Go-Send, merupakan produk PT. Gojek Indonesia yang menawarkan
jasa pengiriman barang, pengiriman barang yang ditawarkan PT. Gojek
Indonesia dalam Go-Send hanya bisa dilakukan dalam satu kota, hal ini
dilakukan karena untuk mengurangi kemudaratan dan efisiensi waktu yang ada.
PT. Gojek Indonesia tidak hanya memberikan pelayanan maksimal kepada

konsumen, akan tetapi juga keselamatan driver meskipun setiap driver sudah

72 pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan
Jalan.

8 Halaman Go-Food Aplikasi Gojek, diakses menggunakan aplikasi gojek smartphone android
didownload dari Play Store Google pada hari rabu pukul 06:00 Tanggal 21 Februari 2018.
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mendapatkan asuransi keselamatan dari perusahaan PT. Gojek Indonesia, akan
lebih baik jika pengiriman di fokuskan dalam satu kota. Sepeda motor dapat
digunakan sebagai alat transportasi pengiriman barang seperti yang sudah
dijelaskan diatas.

Berikut adalah contoh gambar pemesanan Go-send aplikasi gojek PT.

Gojek Indonesia:

16:56 5 82,7K/d © | eeees Hi seses

<  GOWSEND
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Gambar 3.4™
Go-Shop, merupakan produk inovasi dari PT. Gojek Indonesia yang
menawarkan jasa berbelanja ditoko yang selanjutnya diantarkan ke tempat yang
sudah di pilih olen pemesan dari aplikasi gojek. Produk ini secara hukum
mempunyai dua transaksi. Pertama, transaksi talangan dana oleh driver kepada

konsumen dengan membelikan barang yang sudah dipesan, kedua, transaksi

" Halaman Go-Send Aplikasi Gojek, diakses menggunakan aplikasi gojek smartphone android
didownload dari Play Store Google pada hari rabu pukul 06:00 Tanggal 21 Februari 2018.
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perjanjian pengiriman barang yang sudah dibeli ketempat tujuan yang sudah
ditentukan oleh pemesan.

Dalam transaksi yang pertama secara umum boleh dilakukan dan bukan
termasuk bahasan dalam skripsi ini. Adapun transaksi yang kedua adalah boleh
dilakukan seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pengiriman barang boleh
dilakukan menggunakan sepeda motor dengan spesifikasi yang sudah diatur
dalam Pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun
2014 tentang Angkutan Jalan.

Berikut adalah contoh gambar pemesanan Go-Shop aplikasi gojek PT.

Gojek Indonesia:
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Gambar 3.57
Go-Mart, merupakan produk PT. Gojek Indonesia yang menawarkan

jasa pembelian barang di mini market atau super market yang mempunyai kerja

> Halaman Go-Shop Aplikasi Gojek, diakses menggunakan aplikasi gojek smartphone android
didownload dari Play Store Google pada hari rabu pukul 06:00 Tanggal 21 Februari 2018.
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sama dengan PT. Gojek Indonesia dan mengantarkan ke tempat yang sudah
ditentukan pada saat pemesanan dalam aplikasi gojek. Dalam produk ini
pemesan dapat langsung memilih seperti halnya dalam Go-Food barang yang
ada dalam mini market maupun super market. Transaksi yang terdapat dalam
Go-Mart sama halnya dalam Go-Shop yaitu transaksi talangan dan transaksi
pengiriman barang.

Berikut adalah contoh gambar pemesanan Go-Mart aplikasi gojek PT.

Gojek Indonesia:
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Gambar 3.6

Secara keseluruhan moda transportasi PT. Gojek Indonesia yang
menggunakan sepeda motor yaitu angkutan orang seperti dalam Go-Ride dan
angkutan barang seperti dalam Go-Food, Go-Send, Go-Shop, dan Go-Mart

merupakan inovasi dari PT. Gojek Indonesia sebagai perkembangan teknologi

6 Halaman Go-Mart Aplikasi Gojek, diakses menggunakan aplikasi gojek smartphone android
didownload dari Play Store Google pada hari rabu pukul 06:00 Tanggal 21 Februari 2018.
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transportasi yang secara hukum diperbolehkan. Adapun perkembangan inovasi
pada PT. Gojek Indonesia merupakan sebuah kemaslahatan, dan dalam hukum
islam kemaslahatan hukumnya adalah doperbolehkan hingoa ada hukum yang

melarangnya, berikut kaidah fikihnya:

Lo do J0 Ju g~ 2Ly AW EER WA

“Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah (diperbolehkan)
sampai ada dalil yang melarangnya.”’’
2. Perusahaan PT. Grab

Jasa transportasi yang ditawarkan oleh PT. Grab dengan menggunakan
sepeda motor yang mempunyai daerah teretorial antar kota atau kabupaten
dalam satu provinsi diantaranya adalah transportasi dengan produk GrabBike,

pengiriman makanan, dan kurir dengan produk GrabExpress. Berikut adalah

gambar dalam aplikasi PT. Grab.™

30,0K/d ©) IF seccs 4G eeee

" Abbas Arfan, 99 Kaidah Figh Muamalah Kulliyah, Uin Press, Malang, 2012.
8 www.go-jek.com diakses pada Hari Jumat Tanggal 02 Maret 2018 Pukul 05:59.
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Gambar 3.77°

GrabBike, merupakan salah satu produk dari PT. Grab yang
menawarkan jasa transportasi dengan membonceng penumpang yang sudah
memesan dengan menggunakan aplikasi. Penumpang yang sudah pesan akan
dijemput sesuai titik yang sudah ditentukan oleh pemesan atau penumpang,
selanjutnya penurunan penumpang juga sesuai dengan penetapan penumpang
dalam aplikasi, dengan ini tujuan dari adannya GrabBike sejalan dengan sistem
transportasi door to door. Adapun wilayah teretorialnya operasi GrabBike
meliputi satu provinsi, berikut contoh gambar pemesanan GrabBike pada

aplikasi grab PT. Grab:
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% Halaman pemilihan jasa Aplikasi Grab, diakses menggunakan aplikasi grab smartphone android
didownload dari Play Store Google pada hari rabu pukul 06:00 Tanggal 21 Februari 2018.
80 Halaman transportasi Aplikasi Grab, diakses menggunakan aplikasi grab smartphone android
didownload dari Play Store Google pada hari rabu pukul 06:00 Tanggal 21 Februari 2018.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Makanan, merupakan produk PT. Grab yang menawarkan jasa deliveri
order makanan yang sudah mempunyai kerja sama dengan PT. Grab, sehingga
menu yang ada pada warung makan atau restoran bisa langsung dipesan
mengguakan aplikasi grab. Dalam transportasi hal ini termasuk dalam
pengiriman barang (dalam hal ini berupa makanan), dalam hal pengiriman
barang sepeda motor murupakan kendaraan bermotor yang sah digunakan
dengan spesifikasi lebar kanan dan kiri sejajar dengan stang kemudi sepeda
motor dan tinggi keatas tidak lebih dari 900 milimeter.

“Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda

motor meliputi: a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;

tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas

tempat duduk pengemudi; dan c. barang muatan ditempatkan di
belakang pengemudi.”®!

Produk ini secara hukum mempunyai dua transaksi. Pertama, transaksi
talangan dana oleh driver kepada konsumen dengan membelikan barang yang
sudah dipesan, kedua, transaksi perjanjian pengiriman barang yang sudah dibeli
ketempat tujuan yang sudah ditentukan oleh pemesan. Dalam transaksi yang
pertama secara umum boleh dilakukan dan bukan termasuk bahasan dalam
skripsi ini. Adapun transaksi yang kedua adalah boleh dilakukan seperti yang
sudah dijelaskan diatas bahwa pengiriman barang boleh dilakukan
menggunakan sepeda motor dengan spesifikasi yang sudah diatur dalam Pasal
10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2014 tentang

Angkutan Jalan.

81 Pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan
Jalan.
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Berikut adalah contoh gambar pemesanan makanan pada aplikasi grab

PT. Grab:

Ayam Cobloos - Rampal
Indonesian, Javanese
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Menit

Gambar 3.9%

GrabExpress, merupakan produk PT. Grab yang menawarkan jasa
pengiriman barang, pengiriman barang yang ditawarkan PT. Grab dalam
GrabExpress dapat bisa dilakukan antar kota dalam satu provinsi, karena dalam
satu provinsi masih dalam jangkauan tidak terlalu luas. Sepeda motor dapat
digunakan sebagai alat transportasi pengiriman barang seperti yang sudah
dijelaskan diatas, berikut contoh gambar pemesanan GrabBike pada aplikasi

grab PT. Grab:

82 Halaman Makanan Aplikasi Grab, diakses menggunakan aplikasi grab smartphone android
didownload dari Play Store Google pada hari rabu pukul 06:00 Tanggal 21 Februari 2018.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Secara keseluruhan moda transportasi PT. Grab yang menggunakan
sepeda motor yaitu angkutan orang seperti dalam GrabBike dan angkutan
barang seperti dalam grab makanan dan GrabExpress merupakan inovasi dari
PT. Grab sebagai perkembangan teknologi transportasi yang secara hukum
diperbolehkan. Adapun perkembangan inovasi pada PT. Grab merupakan
sebuah kemaslahatan, dan dalam hukum islam kemaslahatan dan muamalah
hukumnya adalah doperbolehkan hingga ada hukum yang melarangnya, selain
kaidah yang sudah disebutkann diatas terdapat kaidah lainnya, berikut kaidah

fikihnya:

S Al 3 LY

“Hukum asal dalam muamalah adalah halal.”

8 Halaman kurir Aplikasi Grab, diakses menggunakan aplikasi grab smartphone android
didownload dari Play Store Google pada hari rabu pukul 06:00 Tanggal 21 Februari 2018.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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C. Analisis Kemaslahatan Ojek Online Dalam Negara Hukum Indonesia

Asas kepastian hukum (principle of legal security), merupakan asas
yang bertujuan untuk menghormati hak-hak yang telah dimiliki seseorang
berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Warga
mempunyai hak untuk mendirikan perusahaan dengan latar belakang apapun
yang tidak diperbolehkan oleh hukum positif Indonesia, melalui analisis diatas
maka penyelenggaraan moda angkutan dengan sepeda motor merupakan sebuah
hal baru yanng mendatangkan kemaslahatan.

Dalam rumusan hukum Islam bahwa sesuatu yang baru dalam bidang
sosial, ekonomi atau disebut muamalah maka hal tersebut merupakan
kemaslahatah, dengan syarat tidak ada peraturan negara atau hukum positif dan
hukum islam yang melarang atau mengharamkannya. Sebagian besar ulama
sependapat dalam hal rumusan kemaslahatan tersebut dengan dasar kaidah fikih
yang sudah dijelaskan yaitu:

“Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah
(diperbolehkan) sampai ada dalil yang melarangnya.”

Rumusan kemaslahatan dari terdiri atas beberapa manfaat dari berbagi
pihak. Pertama, penumpang atau konsumen, dengan adanya sepeda motor yang
digunakan sebagai alat angkutan berbayar, maka penumpang dengan mudah
memesan dengan aplikasi. Penjemputan dan penurunan penumpang merupakan
sitem door to door dengan jangkauan yang lebih luas, dengan tanpa pindah-

pindah angkutan penumpang langsung dapat turun di tempat tujuan.
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Kedua, kemaslahatan bagi mitra perusahaan yang bekerja sebagai sopir
atau driver, dengan adanya perusahaan ojek online maka peluang kerja bagi
masyarakat bertambah, yang sekaligus membantu negara memperkecil
pengangguran. Selain itu jamkerja yang diberikan tidak mengikat, barang siapa
yang bekerja maka dapat uang dari pendapatan ojek dan dapat upah dari
perusahaan sebagai pengguna aplikasi driver ojek.

Ketiga, keuntungan bagi Negara, selain yanng sudah disebutkan diatas,
negara juga diuntungkan dengan adanya perusahaan ojek online, selain
mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan, negara juga dibantu oleh
perusahaan untuk mewujudkan undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Litas dan Angkutan jalan pasal 158 seperti yang sudah disebutkan diatas,
sehingga perusahaan meringankan tugas negara.

Dengan demikian rumusan kemaslahatan dalam penggunaan sepeda
motor ialah istinbat al-ahkam dengan mengambil banyaknya kemanfatan yang
ada.8* Negara Indonesia menganut sistem negara hukum yang salah satu
asasnya adalah asas kepastian hukum (principle of legal security), maka pejabat
negara mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan tentang angkutan
dengan sepeda motor atau ojek. Ketidakpastian peraturan dalam negara hukum
merupakan sebuah kemadharatan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
kemaslahatan dalam negara hukum akan menjadi madharat apabila tidak

dijadikan peraturan hukum positif.

8 Saifudin Zuhri, Ushul Figh (Akal Sebagai Sumber Hukum Islam), Yogyakarta : Pustaka pelajar,
2011, 86.



BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di uraikan
diatas, dengan di landaskan pada rumusan dari masalah yang terdapat pada
penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pengaturan penggunaan sepeda motor dalam Peraturan Pemerintah No. 74
Tahun 2014 tidak diatur secara jelas akan penggunaan sepeda motor untuk
angkutan orang, akan tetapi penggunaan sepeda motor sebagai angkutan
orang juga tidak terdapat larangan. Sedangkan, dalam angkutan barang
sepeda motor dapat digunakan dengan peraturan pembawaan kapasitas
barang tidak melebihi lebar setara dengan stang sepeda motor dan tinggi
barang tidak lebih dari 90 centi meter dari atas jok sepeda yang ditaruh

dibelakang pengendara.
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2. Kemaslahatan terdapat dua unsur yaitu kemanfaatan dan kesesuaian, dalam
kemanfatan angkutan ojek online mempunyai banyak kemanfatan, akan
tepapi menurut maslahah mursalah tidak terdapat kesesuaian dikarenakan
angkuta orang denga menggunakan roda dua tidak terdapat peraturannya.
Kemaslahatan dengan tinjauan hukum Islam dalam hal ini belum sempurna.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka timbul beberapa saran yang
penulis rekomendasikan kepada beberapa pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Kepada pejabat administrasi negara hendaknya memberikan peraturan
undang-undang yang jelas mengenai angkutan menggunakan sepeda
motor, khususnya pada angkutan orang. Dengan demikian undang-
undang tersebut dapat dijadikan rujukan pembuatan peraturan
pemerintah yang lebih spesifik, bahkan dapat dijadikan pedoman
pembuatan peraturan daerah. Adapun tujuannya adalah perlindungan
dan kepastian hukum untuk pengembang transportasi.

2. Kepada perusahaan aplikasi agar terus memberikan pengaruh positif
kepada masyarakat khususnya dan merangkul jasa transportasi lainnya
untuk menggunakan sistem online agar tidak terdapat perpecahan.

3. Kepada masyarakat dan mitra Driver agar selalu mendukung upaya
pemerintah maupun perusahaan transportasi sehingga transportasi di

Indonesia selalu berkembang.
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LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2014
TENTANG
ANGKUTAN JALAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat
lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

2. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

3. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

4. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh
tenaga manusia dan/atau hewan.

5. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang
digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Pasal 3

(1) Angkutan orang dan/ atau barang dapat menggunakan: a. Kendaraan Bermotor;
dan b. Kendaraan Tidak Bermotor.

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikelompokan dalam: a. sepeda motor; b. Mobil Penumpang; c. Mobil Bus; dan
d. Mobil Barang.

(3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi: a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan b. Kendaraan
yang ditarik oleh tenaga hewan.

Pasal 4
(1) Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa sepeda motor, Mobil

Penumpang, atau Mobil Bus.

(2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilarang menggunakan Mobil Barang, kecuali dalam hal:

a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi wilayah secara
geografis, dan prasarana jalan di provinsi atau kabupaten/ kota belum
memadai;

b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/ atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
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Pasal 10
(1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib menggunakan Mobil Barang.
(2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil
Penumpang, Mobil Bus, atau sepeda motor.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil
penumpang dan mobil bus meliputi:
a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe
kendaraannya.
(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor
meliputi:
a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas
tempat duduk pengemudi; dan
c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Pasal 11
Angkutan barang dengan menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau sepeda
motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memperhatikan faktor
keselamatan.

Pasal 14
(1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan
orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
(2) Pemerintah  dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas
penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 15

(1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan
orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.

(2) Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk
jasa Angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.

(3) Pemerintah daerah kabupaten/ kota wajib menjamin tersedianya Angkutan
umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah
kabupaten/kota.

Pasal 21
Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.
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Pasal 41
Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam
Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 3
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung
tinggi martabat bangsa;

b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 48
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenubhi
persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 49
(1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor,
dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib
dilakukan pengujian.
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. uji tipe; dan b. uji
berkala.

Pasal 68
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi
dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor.

Pasal 77
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki
Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang
dikemudikan.
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Pasal 81

(1) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi sebagiamana dimaksud dalam pasal
77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan
lulus ujian.

(2) Syarat usia sebagaimana diiamaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah
sebagai berikut: a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A,
surat izin menngemudi C, dan surat izin menngemudi D; b. Usia 20 (dua puluh)
tahun untuk surat izin mengemudi Bl; dan c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun
untuk surat izin mengemudi B 11.

(3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Identitas
diri berupa kartu tanda penduduk; b. Pengisian formulir permohonan; dan c.
Rumusan sidik jari.

(4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sehat
jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan b. Sehat rohani dengan surat
lulus tes psikologis.

(5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Ujian teori;
b. Ujian praktik; dan/atau c. Ujian keterampilan melalui simulator.

(6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5), setiap pengemudi kendaraan bermotor yang akan mengajukan
permohonan: a. Surat izin mengemudi B | harus memiliki surat izin mengemui
A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan b. Surat izin mengemudi B 11
harus memiliki surat izin mengemui B | sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
bulan.

Pasal 83

(1) Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat memiliki Surat Izin
Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan
usia dan persyaratan khusus.

(2) Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai
berikut: a. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum; b.
usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B | Umum; dan c.
usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat 1zin Mengemudi B 11 Umum.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a.
lulus ujian teori yang meliputi pengetahuan mengenai: 1. pelayanan angkutan
umum; 2. fasilitas umum dan fasilitas sosial; 3. pengujian Kendaraan Bermotor;
4. tata cara mengangkut orang dan/atau barang; 5. tempat penting di wilayah
domisili; 6. jenis barang berbahaya; dan 7. pengoperasian peralatan keamanan.
b. lulus ujian praktik, yang meliputi: 1. menaikkan dan menurunkan
penumpang dan/atau barang di Terminal dan di tempat tertentu lainnya; 2. tata
cara mengangkut orang dan/atau barang; 3. mengisi surat muatan; 4. etika
Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum; dan 5. pengoperasian peralatan
keamanan.

(4) Dengan memperhatikan syarat usia, setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor
yang akan mengajukan permohonan: a. Surat Izin Mengemudi A Umum harus
memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; b.
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untuk Surat Izin Mengemudi B | Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi
B I atau Surat I1zin Mengemudi A Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
bulan; dan c. untuk Surat Izin Mengemudi B 11 Umum harus memiliki Surat
Izin Mengemudi B Il atau Surat Izin Mengemudi B I Umum sekurang-
kurananya 12 (dua belas) bulan.

(5) Selain harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), setiap orang yang mengajukan
permohonan untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor
Umum harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat
(3) dan ayat (4).



CURRICULUM VITAE PENULIS

A. ldentitas Diri

R

8.

Nama Lengkap
Tenpat Taggal Lahir
Agama

Perguruan Tinggi
Fakultas/Jurusan
Alamat

Nomor Handphone

E-mail

B. Riwayat Pendidikan

. Affan Fuady Al Buchori

: Bojonegoro, 13 Juli 1994

: Islam

: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

: Syariah/Hukum bisnis Syariah

: JI. Kartini Drajat, Baureno, Bojonegoro

: 0857-4871-8974

. affanfuady@gmail.com

No. Tahun Jenjang Pendidikan Jurusan
1. 1998-2000 TK TK ABA -

2. 2000-2006 Ml MIM 02 Drajat -

3. 2006-2012 SMP-SMA PM. Gontor -

4. | 2013-sekarang S-1 UIN Malang HBS

87




C. Pengalaman Organisasi

88

No. Tahun Organisasi Jabatan
1. | 2014-2015 | lkatan Mahasiswa Muhammadiyah Wakil Sekretaris
Ketua Bidang Sosial
2. | 2015-2016 | Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Masyarakat




